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RINGKASAN EKSEKUTIF  

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah perencanaan yang berkaitan 

dengan penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam Undang -Undang Nomor 

24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Amanat ini ditegaskan oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana, dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 

Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana.  

Penyusunan RPB juga merupakan salah satu amanat pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimum (SPM) Sub -Urusan Bencana sebagaimana diatur di dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada 

Standar Pelayanan Minimum Sub -Urusan Bencana. RPB dibutuhkan agar upaya 

penanggulangan bencana dapat berjalan secara sistematis, terencana, dan terukur, 

sehingga dapat menurunkan dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan.  

RPB dapat dikategorikan sebagai "master plan" penyelenggaraan 

penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode lima tahun. Melalui RPB, 

diharapkan setiap langkah penanggulangan bencana, dari pencegahan hingga 

pemulihan, dapat dilaksanakan dengan koordinasi yang baik dan didukung oleh 

semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak 

swasta.  

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota 

Lhokseumawe Tahun 2025 -2029 menjadi upaya konkrit yang dilaksanakan 

pemerintah untuk mensinergiskan penanggulangan bencana ke dalam pembangunan 

daerah Kota Lhokseumawe. Pada saat ini penanggulangan bencana masih bersifat 

sektoral dan reaktif, sehingga perlu adanya upaya pencegahan yang terintegrasi 

sehingga penanggulangan bencana bersifat komprehensif. Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu pelayanan dasar sub urusan 

bencana bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub Urusan Bencana Daerah 

Kabupaten/Kota, BPBD atau OPD dalam menyusun dokumen perencanaan dan 

anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar. 

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe merasa perlu mempersiapkan 

dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagai bagian dari pemenuhan 

pelayanan dasar dan juga upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada 

masyarakat.  

RPB adalah bagian perencanaan pembangunan daerah, sehingga sedapat 

mungkin diintegrasikan dengan RPJM Kota Lhokseumawe. Aksi -aksi penanggulangan 

bencana diharapkan menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah sesuai dengan RPB. 

Dengan demikian, RPB tidak hanya menjadi rencana sektoral Badan Penanggulangan 
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Bencana Daerah (BPBD) saja, namun juga menjadi rencana bersama semua 

pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kota Lhokseumawe. RPB juga 

menjadi dasar/acuan perencanaan teknis yang lebih detail, terkait penyelenggaraan 

penanggulangan bencana daerah. RPB berlaku untuk multi hazard, tatanan 

kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang 

lebih mendetail untuk untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa 

krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap mengacu 

kepada pedoman yang telah diberikan dalam RPB.  

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu Kota di provinsi Aceh dan termasuk 

salah satu wilayah rawan terhadap bencana. Identifikasi kewilayahan adalah salah 

satu tahapan yang sangat diperlukan untuk mengetahui kekhasan daerah, seperti 

administrasi wilayah, kekhasan daerah, pertumbuhan ekonomi wilayah, DAS, dan 

faktor lain yang berpengaruh seperti keterkaitan dengan potensi bencana yang 

mungkin terjadi sehingga memudahkan pengambilan tindakan untuk upaya 

Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Identifikasi kewilayahan tersebut antara lain 

berkaitan dengan geografis, topografi, demografi, dan iklim dan lain -lain. 2.1.1 Letak 

Administratif Letak geografis Kota Lhokseumawe yaitu 04º54 ð05º18  Lintang utara 

dan 96º20 ð97º21  Bujur Timur. Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian +24 

meter diatas permukaan laut, disebelah utara dan daerah di sebelah timur berada 

pada ketinggian antara 105 diatas permukaan laut, sedangkan pada daerah di 

sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit -bukit dengan ketinggian antara 

5-100 di atas permukaan laut. Kota Lhokseumawe dengan luas wilayah 181.06 Km² 

atau 18.106 Ha dibagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan 

luas wilayah 56.12 Km², Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57.80 Km², Kecamatan 

Muara Satu luas wilayah 55,90 Km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 

Km². Luas wilayah sangat berkaitan dengan kepentingan analisis wilayah terpapar 

terhadap suatu bencana dalam pengkajian risiko bencana di Lhokseumawe, baik dari 

segi luas wilayah berpotensi rawan bencana serta dampak yang akan ditimbulkan. 

Potensi luasan bencana yang terjadi pada suatu daerah dihasilkan berdasarkan hasil 

kajian yang mengacu pada metodologi pengkajian risiko bencana sesuai dengan 

kondisi daerah.  

Dari hasil analisis   kecenderungan bencana dan FGD dengan tim Substantif 

Penyusunan RPB Kota Lhokseumawe Terkait dengan bencana prioritas maka terdapat 

5 jenis bencana yang perlu menjadi fokus prioritas Pemerintah Kota Lhokseumawe. 

Yaitu : (1). Banjir (2). Karhutla (3). Cuaca Ekstrim (4). Gelombang Pasang dan Abrasi 

(5). Tanah Longsor.  

Masalah pokok merujuk pada masalah -masalah mendasar yang menjadi akar 

permasalahan terkait pembangunan dan pengelolaan risiko bencana. Dalam analisis 

risiko bencana, masalah pokok ini terkait dengan faktor -faktor yang menyebabkan 

keberadaan bahaya atau pemicu peristiwa bencana, serta faktor -faktor kerentanan 

yang meningkatkan risiko bencana. Ini berarti faktor yang menyebabkan dampak 
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yang tinggi atau langsung dari bencana, seperti penderitaan, korban jiwa, gangguan 

terhadap penghidupan dan kehidupan, serta kerusakan dan kehilangan dalam 

berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan hidup. Akar masalah, 

atau disebut juga masalah pokok dapat berasal dari faktor -faktor birokrasi, politik, 

sosial -budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan hidup. Dalam analisis lebih lanjut, 

beberapa masalah pokok mungkin timbul sebagai akibat dari masalah yang lebih 

mendasar, yang disebut sebagai akar masalah, dan terkait dengan keberadaan 

beberapa atau banyak sumber bahaya atau pemicu peristiwa bencana. Masalah 

pokok ini diuraikan berdasarkan jenis risiko bencana, dengan pendekatan yang 

bersifat teknokratis dan administratif yang didasarkan pada informasi dari analisis 

bahaya dan kerentanan.  

Banjir merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kota 

Lhokseumawe. Masalah utama penyebab banjir di Kota Lhokseumawe meliputi 

beberapa hal. Pertama, penumpukan sedimen harian yang terus bertambah 

disebabkan oleh sampah tambak dan galian C. Hal ini mengakibatkan saluran -

saluran tersumbat karena terisi oleh sedimen. Selain itu, banyaknya sampah yang 

dibuang sembarangan terutama di selokan juga menjadi penyebab utama banjir. 

Kedua, turunnya permukaan tanah juga menjadi faktor yang menyebabkan banjir di 

Kota Lhokseumawe. Kedangkalan sungai atau Krueng Cunda juga menjadi masalah 

serius, karena menyebabkan air tidak bisa mengalir dengan lancar. Selain itu, 

dimensi sungai yang menyempit juga memperparah situasi, karena aliran air menjadi 

terhambat. Ketiga, pembangunan saluran dan selokan yang lebih tinggi dari badan 

jalan serta pembangunan badan jalan yang lebih tinggi dari lingkungan perumahan 

juga menjadi salah satu sebab terjadinya banjir. Hal ini dapat menyebabkan air tidak 

bisa mengalir dengan baik ke saluran -saluran yang ada. Faktor lain yang turut 

memperparah banjir di Kota Lhokseumawe adalah curah hujan tinggi, waduk 

penampungan yang tidak berfungsi dengan semestinya, dan pembangunan 

permukiman di daerah DAS yang dapat mengganggu aliran air secara alami.  

Bencana cuaca ekstrim disebabkan oleh anomali cuaca, kurangnya pohon, 

banyaknya penebangan pohon, rumah kaca, dan banyaknya emisi gas buang dari 

kendaraan, pabrik, dan lainnya merupakan masalah yang signifikan di Kota 

Lhokseumawe. Anomali cuaca, seperti perubahan pola hujan yang ekstrim, dapat 

menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kerusakan lingkungan lainnya. Kurangnya 

pohon dan penebangan liar juga mengurangi kemampuan alam dalam menyerap air 

dan mengurangi intensitas cuaca ekstrem. Fenomena rumah kaca dapat 

menyebabkan peningkatan suhu yang ekstrim di beberapa area kota, yang dapat 

memicu cuaca panas yang berlebihan. Selain itu, emisi gas buang dari kendaraan, 

pabrik, dan industri lainnya juga berkontribusi terhadap perubahan iklim yang dapat 

memperparah cuaca ekstrem Masalah pokok yang menyebabkan bencana gelombang 

ekstrim dan abrasi di Kota Lhokseumawe meliputi beberapa faktor. Pertama, 

pembuangan sampah ke laut merupakan permasalahan serius yang mengganggu 



Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe iv 
 

ekosistem laut dan mempengaruhi pola arus laut. Sampah -sampah ini dapat 

menyebabkan penyumbatan aliran air dan meningkatkan risiko gelombang ekstrim 

dan abrasi di pantai. Kedua, fenomena pasang purnama juga berkontribusi terhadap 

terjadinya gelombang ekstrim di wilayah pesisir. Pasang purnama meningkatkan 

tinggi permukaan air laut, yang dapat menyebabkan abrasi pantai yang lebih parah. 

Selain itu, pengikisan bibir pantai juga merupakan masalah utama yang dapat 

memicu abrasi. Pengikisan ini bisa dipicu oleh gelombang yang tinggi dan kuat, yang 

diperparah oleh kurangnya tanaman pencegah atau penahan abrasi di sekitar pantai. 

Terakhir, pembangunan liar di pinggir pantai juga memperburuk masalah abrasi. 

Pembangunan ini dapat mengganggu aliran air dan pola sedimentasi alami, yang 

meningkatkan risiko abrasi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penanganan 

masalah ini memerlukan langkah -langkah yang komprehensif dan berkelanjutan 

untuk melindungi pantai dan lingkungan pesisir dari kerusakan yang lebih lanjut.  

Masalah pokok yang menyebabkan bencana longsor di Kota Lhokseumawe 

meliputi beberapa faktor. Pertama, praktik galian C yang tidak sesuai aturan menjadi 

penyebab utama longsor. Galian C yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan 

dapat melemahkan struktur tanah dan menyebabkan longsor. Kedua, penebangan 

pohon sembarangan juga berkontribusi terhadap terjadinya longsor. Pohon -pohon 

yang menjadi penahan tanah dapat mengurangi risiko longsor, namun jika ditebang 

tanpa perencanaan yang baik, maka stabilitas tanah dapat terganggu. Selain itu, 

pembukaan lahan baru tanpa perencanaan yang matang juga dapat meningkatkan 

risiko longsor. Pembukaan lahan baru cenderung mengubah tata guna lahan yang 

dapat mempengaruhi stabilitas tanah. Faktor cuaca juga berperan penting dalam 

terjadinya longsor, terutama curah hujan tinggi. Curah hujan yang tinggi dapat 

menyebabkan tanah menjadi jenuh air, yang pada gilirannya dapat memicu longsor. 

Terakhir, banyaknya alih fungsi lahan yang tidak sesuai aturan juga menjadi faktor 

penyebab longsor. Alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan karakteristik tanah 

dan topografi dapat meningkatkan risiko longsor di wilayah tersebut.  

Penyebab bencana kekeringan di Kota Lhokseumawe meliputi beberapa faktor. 

Pertama, musim kemarau panjang menjadi penyebab utama kekeringan. Kurangnya 

curah hujan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan penurunan 

ketersediaan air secara signifikan. Kedua, kurangnya air tanah dikarenakan 

banyaknya pemakaian sumur bor juga menjadi faktor yang memperburuk 

kekeringan. Penggunaan sumur bor yang berlebihan dapat menguras sumber air 

tanah dan menyebabkan penurunan permukaan air tanah. Selain itu, anomali cuaca 

seperti El Niño juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya kekeringan. Perubahan 

pola cuaca yang tidak normal dapat mengakibatkan penurunan curah hujan dan 

peningkatan suhu udara, yang berdampak pada kekeringan. Kurangnya embung 

sebagai sarana penyimpanan air juga memperburuk kondisi kekeringan. Embung 

yang berfungsi untuk menampung air hujan dalam jumlah besar dapat membantu 

menjaga ketersediaan air selama musim kemarau.  
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Kota Lhokseumawe, dengan posisinya yang berdekatan dengan sesar Sumatera 

dan sesar lokal yang masih dalam penelitian, rentan terhadap gempa bumi. Saat 

terjadi gempa, terutama di daerah seperti Banda Sakti, kondisi tanah yang tidak solid 

dapat menyebabkan likuifaksi, di mana tanah berubah menjadi cairan akibat getaran 

gempa. Selain itu, karena dikelilingi oleh lautan, Kota Lhokseumawe juga berpotensi 

terkena dampak tsunami jika terjadi gempa bumi di dasar laut. Faktor lain yang 

meningkatkan risiko adalah pembangunan yang kurang memperhatikan mitigasi 

bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Pembangunan yang tidak 

memperhatikan mitigasi dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana.  

Penyusunan program dan fokus prioritas penanggulangan bencana dilakukan 

dengan memadukan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ada 3 

(tiga) sasaran utama RPB dalam pembangunan tingkat Kabupaten yaitu: (1). 

Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah, karena RPB merupakan salah satu 

bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. Sebagai 

bagian dari rencana pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan legalitas agar 

menjadi sebuah panduan teknokratik bagi daerah. Ketetapan hukum ini dapat 

mengikat seluruh instansi perangkat daerah untuk mengimplementasikan dan 

mewujudkan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan  dan evaluasi yang 

memadai. (2)  Dokumen RPB menjamin anggaran penanggulangan Bencana di Kota 

Lhokseumawe tertampung dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya. (3). 

Menjadikan dokumen RPB sebagai acuan bagi para pihak dalam merencanakan, 

melaksanakan kegiatan kebencanaan baik pada saat pra bencana, saat bencana 

maupun pascabencana.  

Rencana Aksi ini disusun dengan mengacu pada isu strategis, tujuan, sasaran, 

strategi, dan arah kebijakan Kota Lhokseumawe. Sebagai dokumen perencanaan, 

Rencana Aksi menggambarkan program, kegiatan, dan sub -kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam lima tahun mendatang secara komprehensif dan sinergis dengan 

Rencana Pembangunan. Hal ini menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah, 

dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kota 

Lhokseumawe.  
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DAFTAR ISTILAH  

Untuk memahami Rencana Penanggulangan Bencana  Kota Lhokseumawe maka 

disajikan daftar istilah kata -kata  sebagai berikut:  

1.  Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus 

laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. 

Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan 

alam daerah pantai tersebut. walaupun abrasi dapat disebabkan oleh gejala 

alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.  

2.  Angin Puting Beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba -tiba, 

mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40 -

50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu 

singkat (3 -5 menit).  

3.  Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD , 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan yang melakukan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.  

4.  Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau 

daratan karena volume air yang meningkat.  

5.  Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba -tiba dengan debit air yang 

besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.  

6.  Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 

oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis.  

7.  Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 

peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.  

8.  Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal 

modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.  

9.  Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik 

sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.  

10.  Data dan Informasi Bencana Indonesia selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah 

aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta 

mengelola data spasial maupun data non spasial baik bencana skala kecil 

maupun bencana dalam skala besar, terdapat banyak faktor yang dapat 

meningkatkan terjadinya risiko  bencana.  
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11.  Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke 

tempat yang aman dan atau penampungan pertama untuk mendapatkan 

tindakan penanganan lebih lanjut.  

12.  Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi 

pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya -upaya 

pengurangan risiko bencana (PRB).  

13.  Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena 

efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat 

menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis 

tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya 

angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras.  

14.  Gempa  bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi 

yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas 

gunung api atau runtuhan batuan.  

15.  Kajian Risiko Bencana (KRB) adalah mekanisme terpadu untuk memberikan 

gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan 

menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam 

bentuk tertulis dan peta.  

16.  Kapasitas ( capacity ) adalah penguasaan sumber  daya, cara dan ketahanan yang 

dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk 

mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, 

mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.  

17.  Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti 

rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain -lain dilanda api yang 

menimbulkan korban dan/atau kerugian.  

18.  Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan 

dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang 

menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan 

dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu 

aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.  

19.  Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat 

berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun 

kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari 

satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.  

20.  Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk 

kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang 

dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di 

lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain -lain) yang 

sedang dibudidayakan.  

21.  Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak -anak, ibu 

hamil atau menyusui, penyandang cacat, dan orang lanjut usia.  
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22.  Kerentanan ( vulnerability ) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu 

masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan 

menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial 

budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh berbagai 

penyebab.  

23.  Kesiapsiagaan ( preparedness ) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah 

yang tepat guna dan berdaya guna.  

24.  Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau 

meninggal dunia akibat bencana.  

25.  Letusan gunung api adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan 

istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran 

material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.  

26.  Mitigasi ( mitigation ) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko 

bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana.  

27.  Mitigasi fisik ( structural mitigation ) adalah upaya dilakukan untuk mengurangi 

risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.  

28.  Mitigasi non -fisik ( non structural mitigation ) adalah upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau 

meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan 

meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi 

bencana.  

29.  Pemulihan ( recovery ) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, 

lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui 

rehabilitasi.  

30.  Penanggulangan bencana ( disaster management ) adalah upaya yang meliputi: 

penetapan  kebijakan pembangunan yang  beri siko  timbulnya bencana; 

pencegahan be ncana, mitigasi bencana, kesiap siagaan, tanggap darurat, 

rehabilitasi dan rekonstruksi.  

31.  Pencegahan ( prevention ) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah 

terjadinya sebagian atau seluruh bencana.  

32.  Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa 

keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai 

akibat dampak buruk bencana.  

33.  Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya 

pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, 

saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara 

terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.  
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34.  Peringatan dini ( early warning ) adalah upaya pemberian peringatan sesegera 

mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada 

suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.  

35.  Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati 

secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara 

penanganan bencana.  

36.  Pusdalops Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional pada 

Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi 

serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan 

bencana.  

37.  Rehabilitasi ( rehabilitation ) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek 

pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah 

pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya 

secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada 

wilayah pascabencana.  

38.  Rekonstruksi ( reconstruction ) adalah pembangunan kembali semua prasarana 

dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat 

pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan 

berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum 

dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek 

kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana  

39.  Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana 

yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. 

Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan 

yang diperkirakan tidak terjadi.  

40.  Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2023 -2027 yang selanjutnya disebut 

RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka 

waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.  

41.  Risiko ( risk ) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana 

pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, 

jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan 

harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.  

42.  Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan 

hukum.  

43.  Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh 

pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang 

diberi tugas untuk menanggulangi bencana.  

44.  Tanah Longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, 

ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat 

terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.  



Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe x 
 

45.  Tanggap darurat ( emergency response ) bencana adalah upaya yang dilakukan 

dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk 

yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan Penyelamatan , evakuasi korban dan 

harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan 

pengungsi, Penyelamatan , serta pemulihan prasarana dan sarana.  

46.  Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena 

adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Tsunami berasal dari 

bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu" berarti lautan, 

"nami" berarti gelombang ombak).  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang  

Kota Lhokseumawe adalah salah satu kota di bagian utara  Provinsi  Aceh 

yang memiliki luas wilayah 181 km 2 dan berbatasan langsung dengan pantai 

Selat Malaka. Kota ini merupakan salah satu wilayah dengan potensi ancaman 

bencana yang cukup tinggi. Potensi ini disebabkan oleh kondisi geologi, 

geografis, topografi dan kondisi sosial di Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe 

sendiri secara struktur geologi cukup dipengaruhi oleh kedudukannya yang 

berada di zona tektonik aktif patahan Lempeng Hindia Australia dan Lempeng 

Sunda serta patahan memanjang di sepanjang Bukit Barisan. Selain itu secara 

geografis posisi Kota Lhokseumawe merupakan bagian dari cekungan Sumatera 

yang berbatasan dengan laut Selat Malaka dan didominasi topografi 

bergelombang di wilayah selatan yang berbatasan dengan perbukitan Aceh 

Utara. Kondisi ini menyebabkan Kota Lhokseumawe menjadi rawan terhadap 

bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami serta bencana 

hidrometeorologi seperti gelombang ekstrim , tanah longsor, abrasi, dan banjir.  

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu 

melakukan upaya pengurangan risiko bencana untuk meminimalisir dampak 

dari bencana yang berpotensi terjadi. Berdasarkan angka kejadian bencana serta 

angka kerugian dan korban yang tercatat pada data Pusdatin BPBA Aceh dalam 

10 tahun terakhir juga dari  Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), 

angka kejadian bencana banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya di Kota 

Lhokseumawe mengalami peningkatan atau cenderung tetap. Selain itu, potensi 

risiko akibat bencana di wilayah Kota Lhokseumawe juga cenderung tinggi, yang 

disebabkan oleh tingginya tingkat kerentanan, serta rendahnya tingkat 

kapasitas yang ada. Oleh karena itu, Kota Lhokseumawe membutuhkan sebuah 

perencanaan penanggulangan bencana yang matang, yang melibatkan setiap 

pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Hal ini dapat 

diimplementasikan dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) .  

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota 

Lhokseumawe menjadi upaya konkrit yang dilaksanakan pemerintah untuk 

menyinergikan penanggulangan bencana ke dalam  pembangunan daerah Kota 

Lhokseumawe. Pada saat ini penanggulangan bencana masih bersifat sektoral 

dan reaktif, sehingga perlu adanya upaya pencegahan yang terintegrasi sehingga 

penanggulangan bencana bersifat komprehensif . Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana ( RPB) merupakan salah satu pelayanan dasar sub 

urusan bencana bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap 

bencana. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 101 Tahun 

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub -

Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD  atau OPD dalam menyusun 
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dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan 

kegi atan pemenuhan pelayanan dasar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota 

Lhokseumawe merasa perlu mempersiapkan dokumen Rencana Penanggulangan 

Bencana sebagai bagian dari pemenuhan pelayanan dasar dan juga upaya 

pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.  

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ( RPB) Kota Lhokseumawe 

Tahun 2025 -2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun terkait 

penanggulangan bencana. Dokumen RPB Kota Lhokseumawe merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN), RPB Nasional, Rencana Pembangunan Aceh (RPA), RPB Provinsi Aceh 

dan Rencana Pembangun an Kota (RPK) Kota Lhokseumawe. Selain itu, dokumen 

RPB juga harus terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD). Hal ini bertujuan agar kinerja antar lembaga dan instansi 

pemangku kepentingan yang ada terkoordinasi dan terpadu dengan baik dalam 

melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah.  

Dokumen RPK Kota Lhokseumawe yang berlaku saat ini akan habis 

masanya pada tahun 2026 mendatang oleh karena itu dokumen RPB Kota 

Lhokseumawe, harus diselaraskan dengan dokumen RPK Kota Lhokseumawe 

yang masih berlaku. Dokumen RPB Kota Lhokseumawe harus menjadi masukan 

bagi penyusunan RPK Kota Lhokseumawe selanjutnya, sehingga program 

pembangunan daerah dapat berbasis pada pengurangan risiko bencana untuk 

mengurangi dampak bencana yang mungkin timbul.  

RPB Kota Lhokseumawe Tahun 2025 -2029 ditujukan untuk seluruh 

pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana pada tingkat daerah, 

baik pemerintah daerah maupun non -pemerintah. Dalam posisi ini, RPB 

diharapkan harus menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan, 

penyediaan sumber daya, serta rencana aksi bagi seluruh institusi terkait 

penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah Kota Lhokseumawe. Proses 

penyusunan RPB Kota Lhokseumawe Tahun 2025 -2029 telah melibatkan 

partisipasi dari berbagai komponen pelaku penanggulangan bencana dari 

tingkat Provinsi hingga daerah, baik Pemerintah maupun non -pemerintah 

(Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi, Media, Dunia Usaha, dan Lembaga 

lainnya). RPB ini disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) 

Lhokseumawe dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dokumen ini diharapkan 

dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam merencanakan 

pembangunan dan penanggulangan bencana di Kota Lhokseumawe.  

1.2  Maksud dan Tujuan  

Kegiatan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ( RPB) 

Kota Lhokseumawe Tahun 2025 -2029 ini, dimaksudkan untuk menyusun 

rencana penanggulangan bencana di Kota Lhokseumawe. Dokumen ini menjadi 
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pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Lhokseumawe dalam 

rangka aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus 

penanggulangan bencana ; pra bencana, saat bencana dan pascabencana.  

Tujuan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota 

Lhokseumawe Tahun 2 025 -2029 adalah : 

1.  Untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan 

risiko bencana, yang menyinergikan  upaya -upaya penanggulangan bencana 

agar lebih  efektif  

2.  Sebagai alat koordinasi anta r pelaku Penanggulangan Bencana  

3.  Sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis 

Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah  

1.3  Kerangka Pikir  

Rencana Penanggulangan Bencana  (RPB) merupakan rencana yang 

bersifat komprehensif memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak 

pra bencana hingga pasca bencana. Rencana ini disusun dan ditetapkan oleh 

pemerintah Kota Lhokseumawe dalam bentuk Peraturan Walikota sesuai 

kewenangannya. RPB merupakan dokumen induk  penanggul angan bencana 

Kota Lhokseumawe.  

Sesuai dengan perintah UU muatan RPB menjadi muatan perencanaan 

pembangunan daerah. Dalam paradigma baru penanggulangan bencana, RPB 

bukan hanya menitik beratkan pada penyelenggaraan risiko bencana dan 

pengurangan risiko bencana tetapi lebih menonjolkan sisi  Disaster Risk 

Management secara menyeluruh. RPB dengan perspektif Disaster Risk 

Management  akan memberi kesempatan daerah untuk meminimalisir ancaman 

dan gangguan dimana Penanggulangan Bencana akan menyumbang dengan 

member ikan jaminan dalam pembangunan.  

Banyak hal yang dapat ditonjolkan dengan menguatkan kapasitas dan 

mengelola aspek kerentanan yang sebelumnya belum banyak kita sentuh. Hal 

ini memberi peluang pada kepentingan daerah untuk dapat menyasar 

kepentingan ðkepentingan daerah. RPB Kota Lhokseumawe  menyeimbangkan 

program pra, saat dan pasca bencana. Rencana Penanggulangan Bencana 

mempunyai masa berlaku 5 tahun, tetapi dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) 

Tahun.  

Penyusunan dokumen RPB dilaksanakan melalui 8 tahapan, yang 

dikoordinasikan oleh BPBD, dengan mekanisme swakelola atau kontraktual. 

Sebagai koordinator, BPBD perlu membentuk tim kerja sebagai langkah awal 

penyusunan dokumen RPB. Tim kerja ini terdiri dari penulis, fasilitator, dan tim 

teknis yang terdiri dari perwakilan beberapa perangkat daerah terkait. Adapun 

BPBD itu sendiri juga merupakan bagian dati tim kerja, tepatnya sebagai bagian 
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dari sekretariat yang menjadi panitia pelaksana dan pengawas kegiatan. Tim 

kerja penyusunan dokumen RPB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.  

Secara garis besar kerangka isi Rencana Penanggulangan Bencana adalah 

sebagai berikut:  

 

Gambar 1.1 Kerangka Isi Rencana Penanggulangan Bencana  
Sumber : Modul Penyusunan Dokumen RPB-BNPB, 2023  

Penyusunan dokumen RPB didasarkan pada pengkajian risiko bencana 

yang telah dilakukan dan menyelaraskan dengan rencana pembangunan di Kota 

Lhokseumawe. Penyusunan dokumen dimulai dengan menentukan prioritas 

bencana yang ditangani, dan mengidentifikasi berbagai masalah pokok baik dari 

aspek keterpaparan dari bahaya (KRB), aspek kapasitas daerah, maupun 

masalah pokok RPK lalu diterjemahkan ke dalam isu strategis yang dapat 

menjadi arahan bagi penyusunan rencana aksi daerah dalam pengurangan 

risiko bencana. Lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pikir penyusunan 

RPB berikut.   

Selanjutn ya, tim teknis dari tim kerja mulai menyusun rencana aksi 

berdasarkan nomenklatur kegiatan dengan berpedoman pada kerangka kerja 

yang telah disusun sebelumnya. Rencana aksi disusun  sebagai pedoman 

rencana kegiatan penanggulangan bencana perangkat daerah selama 5 tahun ke 

depan, sesuai  dengan SPM, laporan kinerja, serta kode penganggaran yang 
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tersedia. Selain menentukan bentuk kegiatan, tim kerja juga perlu menentukan 

mekanisme pemaduan, pengendalian, dan evaluasi yang akan dilakukan sebagai 

langkah konkrit monitoring pelaksana RPB. Segala rancangan tersebut dituang 

ke dalam dokumen RPB berdasarkan pedoman susunan yang sinergis.  

Penyusunan dokumen ini didasarkan pada pengkajian risiko bencana 

yang telah dilakukan dan menyelaraskan dengan rencana pembangunan di Kota 

Lhokseumawe. Penyusunan dokumen dimulai dengan menentukan prioritas 

bencana yang ditangani, dan mengidentifikasi berbagai masalah pokok baik dari 

aspek keterpaparan dari bahaya (KRB), aspek kapasitas daerah, maupun 

masalah pokok RPK lalu diterjemahkan ke dalam isu strategis yang dapat 

menjadi arahan bagi penyusunan rencana aksi daerah dalam pengurangan 

risiko bencana. Lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pikir penyusunan 

RPB berikut.  

Untuk menjamin adanya keselarasan analisis rencana aksi dengan 

perencanaan lainnya baik di nasional, provinsi dan daerah, maka perlu 

diperhatikan beberapa konsepsi dasar berikut ini:  

- Kerangka yang merupakan batang tubuh dan substansi RPB suatu daerah 

adalah berbasis KRB. Dalam hal ini, hasil pengkajian risiko bencana akan 

memberikan acuan awal dalam menggali permasalahan -permasalahan 

kebencanaan daerah.  

- Kebijakan strategis harus mampu merangkum kebijakan dari tingkat 

nasional hingga daerah mengacu kepada kebijakan penanggulangan bencana 

yang telah digunakan baik oleh pemerintah pusat dan daerah disesuaikan 

dengan arah kebijakan serta strategi pada Rencana Pembangunan Daerah.  

- Struktur perencanaan dalam RPB harus mengikuti aturan metode sistem 

perencanaan daerah. RPB Daerah harus memperlihatkan tujuan, sasaran, 

kebijakan, strategi dan kelompok -kelompok strateginya, yang diterjemahkan 

menjadi kegiatan dan pekerjaan (aksi) terkait penanggulangan bencana 

ditetapkan bersama dan menjadi komitmen daerah.  

- Seluruh fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memenuhi 

aturan penamaan program sesuai dengan nomenklatur daerah. Acuan 

terbaru dalam nomenklatur pemerintahan daerah diatur dalam: Undang -

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijabarkan 

secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan. 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dilakukan pemutakhiran melalui 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 -1317 Tahun 2023 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah. Dalam aturan tersebut, bencana menjadi sub urusan dalam 
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pembagian urusan wajib pelayanan dasar bagi pemerintah di bidang 

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.  

Selanjutnya, untuk mencapai harmonisasi dan keterpaduan, strategi, 

kegiatan dan aksi disusun untuk mencapai sasaran -sasaran yang telah 

ditetapkan, berdasarkan pendekatan kawasan yang telah ditetapkan oleh 

RPJMN pada Kota Lhokseumawe serta mempertimbangkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (selanjutnya disingkat RPJMD) 

maupun kebijakan daerah lainnya. Dengan demikian, aksi -aksi yang disusun 

akan lebih tepat sasaran dan optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang 

ada.  Pengawasan yang tepat dalam penyelenggaraan proses penyusunan 

dokumen, serta proses penyelenggaraan rencana aksi penanggulangan bencana 

merupakan komponen penting dari formasi fungsi tindak lanjut dokumen RPB. 

Ini akan menjadi terukur dan bermanfaat sesuai dengan arahan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan Standar 

Pelayanan Minimum (SPM) perangkat daerah yang berdampak dalam penilaian 

kinerja baik IKU, IKD, IKM, dan juga SAKIP.  

1.4  Kedudukan Dokumen  

1.4.1  Kedudukan RPB 

Kedudukan RPB dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1.  RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan. RPB adalah bagian 

perencanaan pembangunan daerah, sehingga sedapat mungkin 

diintegrasikan dengan RPK Kota Lhokseumawe. Aksi -aksi penanggulangan 

bencana diharapkan menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah 

sesuai dengan RPB. Dengan demikian, RPB tidak hanya menjadi rencana 

sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) saja, namun juga 

menjadi rencana bersama semua  pemangku kepentingan penanggulangan 

bencana di Kota Lhokseumawe.  

2.  RPB menjadi dasar/acuan perencanaan teknis yang lebih detail, terkait 

penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. RPB berlaku untuk 

multi hazard , tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara 

komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk untuk 

perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat 

serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap mengacu kepada 

pedoman yang telah diberikan dalam RPB, sebagaimana digambarkan di 

bawah ini:  
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Gambar 1.2. Alur Sistem Perencanaan dalam Penanggulangan Bencana  

Sumber : Modul Penyusunan Dokumen RPB-BNPB, 2021  

1.4.2  Jangka Waktu dan Tanggung Gugat  

Jangka waktu pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana ( RPB) 

Kota Lhokseumawe dilaksanakan pada tahun 2025 -2029 dan menyesuaikan 

dengan RPK Kota Lhokseumawe periode 2023 -2026, khususnya di bidang 

penanggulangan bencana. Segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan 

kewajiban gugatan dan tanggung gugat dalam pelaksanaan RPB Kota 

Lhokseumawe ada pada Pemerintah Kota Lhokseumawe beserta lembaga dan 

institusi yang terkait di  dalamnya.   

Dalam fungsi sebagai perangkat advokasi di pemerintahan Kota 

Lhokseumawe, RPB wajib mengacu dan selaras dengan dokumen 

perencanaan pembangunan lainnya. Dalam proses penyelarasan, RPB 

mengacu kepada induk perencanaan pembangunan, yaitu Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana 

Pembangunan Aceh (RPA) Provinsi Aceh serta Rencana Pembangunan Kota 

(RPK) Kota Lhokseumawe. Pada sisi lain RPB juga mengacu kepada 

perencanaan penanggulangan bencana pada tingkat pemerintah paling tinggi. 

Posisi RPB dapat dilihat pada Gambar 1.3.  

RENCANA 
PENANGGULANGAN 

BENCANA (RPB)

Rencana Aksi PRB

Rencana Mitigasi

RPKB

(Rencana 
Penanggulangan 

Kedaruratan Bencana)

Rencana Kontijensi 

Rencana Operasi Darurat 
Bencana (RenOps)

Rencana Pemulihan 
Prabencana

Rencana Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 
Pascabencana
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Gambar 1.3. Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan  

Sumber : Modul Penyusunan Dokumen RPB-BNPB,2021  

1.5  Landasan Hukum  

Landasan hukum dalam penyusunan Dokumen RPB Kota Lhokseumawe 

Tahun 2025 -2029 antara  lain  : 

1.  Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2001 tenta ng pembentukan Kota 

Lhokseumawe;  

2.  Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

3.  Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;  

- Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan perencanaan penanggulangan 

bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.  



Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe 9 
 

- Pasal 36 ayat 1 bahwa perencanaan penanggulangan bencana 

ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya.  

4.  Undang -Undang Nomor 26 Ta hun 2007 tentang Penataan Ruang;  

5.  Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah ; 

- Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub 

urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan 

Wajib.  

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelen ggaraan 

Penanggulangan Bencana;  

- Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur masa waktu Rencana 

Penanggulangan Bencana adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat 

ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu -waktu apabila 

terjadi bencana.  

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 te ntang Standar Pelayanan 

Minimal;  

8.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Nasional Ta hun 2020 -2024;  

9.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang 

Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 -2044 ; 

10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Da erah;  

11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Ta hun 2018 tentang Standar 

Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan 

Bencana Daerah Kabupaten/Kota ; 

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang  Klasifikasi, 

Kodefikasi, d an Nomenklatur Perencanaan Pembangun an d an Keuangan 

Daerah ; 

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -3708 Tahun 2020 tentang Hasil 

verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;  

14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal;  

15.  Peraturan Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020 -2024;  

16.  Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 

2008 tentang Pedoman Penyusunan  Rencana Penanggulangan Bencana;  

17.  Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 

2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;  
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18.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5 -

1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 050 -5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;  

19.  Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010  tentang Penanggulangan Bencana;  

20.  Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2010 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Lhokseumawe ; 

21.  Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah K ota Lhokseumawe Tahun 2012 -2032; dan  

22.  Peraturan Walikota Lhokseumawe No mor  06 Tahun 2022 tentang Rencana 

Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023 -2026.  

1.6  Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penyusunan Dokumen RPB Kota Lhokseumawe adalah  

sebagai berikut:  

1.  Lingkup Risiko Bencana  

Jenis -jenis bahaya/ancaman bencana di Kabupaten Pidie  Jaya sesuai 

dengan hasil Kajian Risiko Bencana dan kondisi spesifik bahaya bencana 

lain yang belum masuk dalam Kajian Risiko Bencana, namun memberikan 

dampak serius terhadap daerah.  

2.  Lingkup Jenis Rencana Aksi  

Rencana aksi/kegiatan mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, 

kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme 

pemulihan pascabencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun.  

3.  Lingkup Pelaksana Rencana Aksi  

Rencana aksi dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan 

penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha,  

serta lembaga/instansi kemasyarakatan lainnya.   
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BAB II  

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS BENCANA DAERAH  

2.1  Gambaran Umum Wilayah  

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu dari 5 k ota di provinsi Aceh 

dan termasuk salah satu wilayah rawan terhadap bencana. Identifikasi 

kewilayahan adalah salah satu tahapan yang sangat diperlukan untuk 

mengetahui kekhasan daerah, seperti administrasi wilayah, kekhasan daerah, 

pertumbuhan ekonomi wilayah, DAS, dan faktor lain yang berpengaruh seperti 

keterkaitan dengan potensi bencana yang mungkin terjadi sehingga 

memudahkan pengambilan tindakan untuk upaya Pengurangan Risiko Bencana 

(PRB). Identifikasi  kewilayahan  tersebut antara  lain berkaitan dengan 

geografis, topografi, demografi, dan iklim dan lain -lain.  

2.1.1  Letak Administratif  

Kota Lhokseumawe memiliki  luas wilayah 181.06 Km² atau 18.106 Ha 

dibagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas 

wilayah 56.12 Km², Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57.80 Km², 

Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 Km² dan Kecamatan Banda Sakti 

luas wilayah 11,24 Km². Kota Lhokseumawe memiliki 9 Kemukiman dengan 

68 Gampong. Besarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe Periode 2012 ð2032, Kota 

Lhokseumawe wilayah Utara berbatas dengan Selat Malaka; Selatan dengan 

Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara); Barat dengan Kabupaten 

Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan Timur dengan 

Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).  

 

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Lhokseumawe  
Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023 -2043  
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2.1.2  Kondisi Demografis  

Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2005 -2022 

mengalami tren peningkatan. Jumlah Penduduk Lhokseumawe pada tahun 

2021 sebesar 189.941 jiwa dan tahun 2022 jumlah penduduk menjadi 

191.396 jiwa. Berdasarkan proporsi sebaran penduduk per wilayah, pada 

tahun 2022, kecamatan dengan jumlah penduduk tumbuh sebesar 0,71 

persen. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk menjadi sebesar 1,42 

persen dan tahun 2022 melambat menjadi 0,77 persen. Kecamatan dengan 

pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Blang Mangat sebesar 

1,63 persen dan Kecamatan Banda Sakti dengan pertumbuhan penduduk 

terendah yaitu sebesar 0.35 persen. Laju pertumbuhan ini dipengaruhi oleh 

faktor kematian, kelahiran dan migrasi.  

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2022  

No.  Kecamatan  
Jumlah Penduduk  

Pertumbuhan Penduduk  
2021  2022  

1 Banda Sakti  77.985  78.256  0.35  

2 Muara Dua  51.472  52.097  1.18  

3 Blang Mangat  26.559  26.992  1.63  

4 Muara Satu  33.925  34.069  0.35  

Lhokseumawe  189.941  191.396  0.77  

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2022 dan 2023  

Angka Pertumbuhan penduduk Kota Lhokseumawe masih diatas rata -

rata Aceh, dimana pertumbuhan penduduk Aceh tahun 2021 sebesar 0,69 

persen dan pada tahun 2022 melambat menjadi 0,60 persen. Selanjutnya laju 

pertumbuhan Kota Lhokseumawe juga masih di atas rata -rata nasional untuk 

tahun 2021 berada pada angka 1,22 persen dan di bawah rata -rata nasional 

pada tahun 2022 melambat menjadi 1,17 persen. Faktor yang mempengaruhi 

jumlah penduduk tersebut diantaranya angka kematian dan angka kelahiran 

penduduk.  

Lhokseumawe memiliki luas wilayah sebesar 181.09 km² dengan 

tingkat kepadatan penduduk rata -rata 1.057 jiwa/km². Terdapat disparitas 

persebaran penduduk yang cukup tinggi antara wilayah kecamatan di 

Lhokseumawe yang dilihat dari perbandingan persentase penduduk dan luas 

wilayah. Wilayah perkotaan yang memiliki luas wilayah lebih kecil memiliki 

rasio kepadatan penduduk tinggi, sedangkan pada kecamatan yang luas 

wilayahnya besar memiliki rasio kepadatan penduduk lebih rendah.  

Dari data jumlah penduduk tersebut, diprediksi besaran angka potensi 

jiwa terpapar berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dengan 

memperhatikan wilayah rentan. Kerentanan wilayah yang tinggi membuat 

semakin besar potensi terhadap jiwa terpapar akibat terjadinya bencana. 

Selain itu, kependudukan berperan penting dalam potensi kejadian bencana. 
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Hal ini dapat dipicu karena pola hidup yang menyimpang dari kelestarian 

alam. Perilaku -perilaku menyimpang tersebut dapat memicu potensi bencana 

banjir, kebakaran hutan lahan, serta tanah longsor. Pada dasarnya setiap 

bencana yang terjadi disebabkan oleh kondisi daerah yang rentan serta 

kondisi manusianya.  

2.1.3  Kondisi Geografis  

Letak geografis Kota Lhokseumawe yaitu 04Ü54õð05Ü18õ Lintang utara 

dan 96Ü20õð97Ü21õ Bujur Timur. Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian 

+24 meter diatas permukaan laut, di sebelah utara dan daerah di sebelah 

timur berada pada ketinggian antara 105 diatas permukaan laut, sedangkan 

pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit -bukit 

dengan ketinggian antara 5 -100 di atas permukaan laut.  

Wilayah utara Kota Lhokseumawe merupakan pesisir selat malaka dan 

daerah sebelah Timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 

0-8%. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang 

berbukit -bukit dengan kemiringan antara 8 -15%. Kondisi ketinggian lahan 

menunjukkan  bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian 0 -100 

mdpl. Daerah pesisir di sebelah utara dan daerah di sebelah timur berada 

pada ketinggian antara 0 -5 mdpl. Sedangkan pada daerah selatan memiliki 

kondisi yang relatif berbukit -bukit d engan ketinggian antara 5 -100 m dpl. 

Dengan kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk 

dilakukan pengembangan kegiatan perkotaan.  Ini dapat dilihat pada gambar 

berikut:  

 

Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe  
Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023 -2043  
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2.1.4  Kondisi Hidrologi, Klimatologi , & Geologi   

a. Hidrologi  

Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup 

produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan 

akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatan Kota Lhokseumawe. 

Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan Krueng (Sungai) Cunda 

yang terletak di bagian barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan 

air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air 

bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan 

air sumur dan air PDAM.  

Air Tanah  

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu wilayah yang mempunyai 

potensi lahan pertanian, baik lahan sawah maupun lahan kering. Kota 

Lhokseumawe mempunyai 3.747 ha (21%) lahan sawah dan 308 ha (2%) lahan 

pertanian semusim yang dialiri jaringan irigasi tersier sepanjang 9.950 M. 

Jaringan irigasi tersier tersebut terletak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan 

Muara Satu sepanjang 2.000 M, dan Kecamatan Blang Mangat sepanjang 

7.950 M. Sedangkan jaringan primer, aliran sawah Kota Lhokseumawe masih 

memakai buangan air dari Kabupaten Aceh Utara.  

Sungai  

Wilayah Kota Lhokseumawe merupakan bagian cakupan Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Krueng Geukeuh dan Krueng Pase. Cakupan DAS Krueng 

Geukeuh meliputi seluruh Kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu serta 

sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sedangkan cakupan DAS 

Krueng Pase meliputi sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat.  

Waduk  

Potensi sumber daya air lainnya yang dapat dimanfaatkan yaitu berupa 

waduk yang terdapat 5 waduk yang berfungsi sebagai penyatu dari 2 daerah 

irigasi di wilayah ini untuk kebutuhan irigasi. Waduk/embung tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut, waduk Jeulikat, Seuneubok, Paya Itek, 

Lhok Kuaci, Mane Kareung dan rencana pengembangan waduk/embung 

lainnya yang sebagian besar berada di Kecamatan Blang Mangat yang 

merupakan lumbung padi Kota Lhokseumawe.  

Cekungan Air Tanah  

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) 

bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung dan fungsi air tanah. 

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan 

melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Cekungan Air 
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Tanah (CAT) Lhokseumawe terdiri dari Kabupaten Aceh timur seluas 114,35 

Ha, Kabupaten Aceh Utara seluas 171,61 Ha, Bireuen seluas 1.38 Ha dan 

Lhokseumawe seluas 15,34 Ha.  

 

Gambar 2.3 Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe  
Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023 -2043  

b.  Klimatologi  

Sepanjang tahun, suhu biasanya bervariasi dari 23°C hingga 32°C dan 

jarang di bawah 22°C atau di atas 33°C.  Curah hujan di Kota Lhokseumawe 

membentuk grafik yang cekung di bagian tengah (bulan tengah tahun. Setiap 

tahunnya curah tertinggi berada di bulan yang relatif berbeda. Tahun 2018 

berada di bulan November, tahun 2019 berada di bulan Oktober dan 

Desember, tahun 2020 berada di bulan Desember, tahun 2021 berada di 

bulan Desember dan tahun 2022 berada di bulan Desember.  

 

Gambar 2.4 Curah Hujan Kota Lhokseumawe Tahun 2018 -2022  
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2023  
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Rata -rata kelembaban udara Lhokseumawe berkisar 83% sampai 

dengan 90%. Kelembaban rata -rata pada tahun 2022 berkisar antara 83% 

sampai 90%. Kelembaban tertinggi pada satu tahun terakhir adalah 100% 

yang terjadi di bulan februari, September, Oktober, November dan Desember. 

Kelembaban terendah adalah 50% terjadi di bulan Mei dan Agustus.  

 

Gambar 2.5 Kelembaban Udara Kota Lhokseumawe Tahun 2022  
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2023  

Lama penyinaran matahari di Kota Lhokseu mawe berkisar 32.0 -79.3 

persen. Rata -rata kecepatan angin per jam di Kota Lhokseumawe mengalami 

variasi  musiman kecil sepanjang tahun. Masa yang lebih berangin dalam 

setahun berlangsung selama 4,5 bulan, dari 28 September sampai 13 

Februari, dengan kecepatan angin rata -rata lebih dari 8,7 kilometer per jam. 

Bulan paling berangin dalam setahun di Kota Lhokseumawe adalah Desember, 

dengan kecepatan angin rata -rata per jam 10,3 kilometer per jam. Masa angin 

lebih tenang dalam setahun berlangsung selama 7,5 bulan, dari 13 Februari 

sampai 28 September. Bulan paling tidak berangin dalam setahun di Kota 

Lhokseumawe adalah Juni, dengan kecepatan angin rata -rata per jam 6,9 

kilometer per jam.   

 

Gambar 2.6 Suhu Udara Lhokseumawe Tahun 2022  
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2023  
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Suhu udara rata -rata pada tahun 2022 berkisar 25.3 C sampai 27.2 C 

pada tahun 2022, suhu tertinggi terjadi pada bulan Mei yang mencapai 32.1 C 

dan Suhu terendah pada bulan Desember sebesar 22.6 C. Pemerintah Kota 

Lhokseumawe harus lebih serius dalam mengelola lingkungan dan mengambil 

langkah konkret untuk perubahan iklim ini.  

c. Kondisi Geologi  

Kondisi geologi Kota Lhokseumawe terbentuk oleh batuan Aluvium 

Muda, Formasi Idi, Formasi Julu Rayeu dan Formasi Seureula. Sebaran 

batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan Fluviatile berada pada 

daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi 

berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat 

yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah 

timur yaitu sebagian Kecam atan Muara Dua dan Blang Mangat.  

Sebaran Formasi Julu Rayeu  berupa  endapan  sungai  batu  pasir  

tufaan,  lempung lignit, dan batu lumpur berada pada daerah sebelah barat 

hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara 

Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran formasi seureula berupa batu pasir 

gunung api, dan batu lumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota 

Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara 

Dua.  

 

Gambar 2.7 Peta Geologi Kota Lhokseumawe  
Sumber : RTRW K ota Lhokseumawe Tahun 2023 -2043  

2.1.5  Lingkungan Hidup  

a. Indek Kualitas Lingkungan Hidup  

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH 

terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur 
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berdasarkan parameter -parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, 

Fecal Coli, dan NO3 -N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan 

parameter SO2 dan NO2, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan 

luas tutupan hutan.  

Tabel 2. 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKLH) Tahun 

2020 -2022  

Tahun  IKU  IKA  IKL  IKLH  

2020  86.36   29.06  41.34  

2021  90.80  58.33  22.82  63.7  

2022  91.2  55.00  22.48  62.54  

Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2023  

Dari tabel  di atas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota 

Lhokseumawe tahun 2022 sebesar 62.54 pada predikat sedang, dengan 

Indeks Kualitas Udara sebesar 91.20, Indeks Kualitas Air sebesar 55.00 dan 

Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 22.48 dengan predikat waspada.  

b.  Ruang Terbuka Hijau  

Proporsi Ruang Terbuka Hijau ( RTH) pada wilayah perkotaan adalah 

sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 

10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.  Adapun Ketersediaan RTH publik 

Kota Lhokseumawe dalam RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023 -2043 

adalah seluas 2.594 Ha atau 14.32% dari luas wilayah Kota Lhokseumawe 

yaitu seluas 18.106 Ha.  

c. Pengelolaan Persampahan  

Pengelolaan persampahan di Kota Lhokseumawe menghadapi banyak 

tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan 

masyarakat baik produsen maupun konsumen. Penanganan sampah di Kota 

Lhokseumawe kurun waktu 2017 -2021 mengalami peningkatan dari 75.80% 

menjadi 86.25% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 penanganan sampah 

mengalami sedikit penurunan menjadi 81.13%. Pada tahun 2017 jumlah 

sampah yang tertangani sebesar 75.80% atau 24.572 ton sampah dari total 

timbulan sampah sebanyak 32.419 ton. Dan pada tahun 2022 jumlah sampah 

tertangani 81.13% atau 28.470 ton sampah dari 35.091 jumlah timbulan 

sampah.  

Tabel 2.3  Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Kota Lhokseumawe 

Tahun 2017 -2022  

No Uraian  
Tahun  

2017  2018  2019  2020  2021  2022  

1 
Jumlah sampah yang 
tertangani  

24.572  24.572  25.604  27.396  29.672  28.470  
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No Uraian  
Tahun  

2017  2018  2019  2020  2021  2022  

2 
Total jumlah timbulan 
sampah di Kota (ton)  

32.419  32.419  33.067  33.729  34.403  35.091  

Persentase  75,80  75,80  77,43  81,22  86,25  81,13  

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2023  

d.  Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rumah Tinggal 

Bersanitas i 

Persentase penduduk berakses air minum dari tahun 2017 terus 

meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dan kebutuhan air 

minum. Untuk keperluan air minum, maka sumber air baku yang dapat 

digunakan untuk kebutuhan air minum dapat terdiri dari mata air, air 

permukaan (sungai, danau, waduk, dan sebagainya), air tanah (sumur gali, 

sumur bor) maupun air hujan. Pada tahun 2017 persentase penduduk 

berakses air minum sebesar 12,57%, dan terus mengalami peningkatan 

sampai tahun 2022 sebesar 22.57%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini:  

Tabel 2.4  Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Lhokseumawe 

Tahun 2017 -2022  

No Uraian  
Tahun  

2017  2018  2019  2020  2021  2022  

1 
Penduduk 
berakses air 
minum  

25.012  31.651  35.452  36.969  38.648  43.192  

2 
Jumlah 
penduduk  

198.980  203.284  207.202  188.713  189.941  191.396  

Persentase  12,57  15,57  17,11  19,59  20.35  22.57  

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2023  

Minum dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan Sub kegiatan 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan 

Perpipaan dan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan 

Perpipaan.  

Tabel 2.5  Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Lhokseumawe Tahun 

2017 -2022  

No Uraian  
Tahun  

2017  2018  2019  2020  2021  2022  

1 

Jumlah rumah tinggal 
berakses  

sanitasi  

29.052  29,565  31,651  32,709  34,969  39.563  

2 Jumlah rumah tinggal  43.331  43.331  43.331  43.331  51.827  55.661  

Persentase  67,05  68,23  73,04  75,49  67,47  71.08  

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2023  



Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe 20 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah 

tinggal berakses sanitasi dari tahun 2017 -2020 terus terjadi penambahan. 

Pada tahun 2017 jumlah rumah tinggal berakses sanitasi sebanyak 29.052 

rumah atau sebesar 67.05% dan pada tahun 2020 menjadi 32.709 rumah 

atau 75.49%, pada tahun 2021 terjadi persentase rumah tinggal berakses 

sanitasi menurun menjadi 67.47% dikarenakan bertambahnya jumlah rumah 

tinggal maupun jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dan pada tahun 2022 

persentase rumah tinggal berakses san itasi meningkat menjadi 71.08%.  

2.1.6  Penggunaan Lahan  

Kota Lhokseumawe memiliki luas 181,06 Km 2 dengan penggunaan 

lahan yang beragam. Angka paling tinggi digunakan sebagai kawasan 

pemukiman dan diikuti oleh kawasan perdagangan dan jasa. Penggunaan 

lahan di Kota Lhokseumawe untuk pemukiman 15,81%, perdagangan dan 

jasa 0,27% yang berpusat di Kecamatan Banda Sakti, kegiatan industri 5,10% 

yang terpusat di Kecamatan Muara Satu. Penggunaan lahan lainnya untuk 

budidaya perikanan darat (tambak) 8,81%, sedangkan daerah pedalamannya 

di dominasi oleh alang -alang dan belukar, ladang, sawah serta perkebunan 

kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Blang Mangat.  

 

Gambar 2.8 Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe (Ha)  
Sumber: Data diolah dari Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2023  

2.1.7  Potensi Pengembangan Wilayah  

a. Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW  

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Lhokseumawe Tahun 2012 -2032, arah pengembangan kawasan Kota 

Lhokseumawe yang berguna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sosial, 
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budaya dan lingkungan. Dalam dokumen RTRW dijelaskan bahwa terdapat 3 

(tiga) zona pengembangan wilayah, yaitu: zona pesisir, merupakan daerah 

pinggiran pantai dan memiliki kondisi wilayah relatif datar, zona pesisir 

mencakup: zona Pesisir di Kecamatan Muara Satu dengan kegiatan utamanya 

diperuntukkan bagi sektor industri besar, industri menengah dan pariwisata; 

zona Pesisir di Kecamatan Banda sakti dengan kegiatan utamanya untuk 

pelayanan kota seperti: pendidikan, pemerintahan, kesehatan, pemukiman 

dan pariwisata, perdagangan dan jasa; zona pesisir di Kecamatan Blang 

Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor perikanan laut, 

dan sektor perikanan darat. zona Tengah merupakan daerah sekitar Jalan 

Banda Aceh ð Medan, memiliki kondisi wilayah relatif datar dan berbukit, 

wilayah ini mencakup Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan 

Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi 

perdagangan dan permukiman. zona Dalam merupakan daerah dataran tinggi 

di sekitar Jalan Elak memiliki kondisi wilayah berbukit, dengan kegiatan 

utama pada kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan pertanian (lahan basah 

dan lahan kering), peternakan, pariwisata dan sebagian permukiman.  

b.  Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRW  

Menurut pasal 5 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, disebutkan bahwa: òPenataan ruang berdasarkan fungsi utama 

kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidayaó. Berdasarkan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2023 -2043, 

luas kawasan lindung sebesar 3.218,15 Ha (24.05%) dan kawasan budidaya 

sebesar 10.164,65 Ha (75.95%). Luas Pola Ruang secara detail dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini.  

Tabel 2. 6 Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023 -
2043  

Kawasan Lindung  Luas (Ha)  Kawasan Budidaya  Luas (Ha)  

Kawasan Lindung 
Sempadan Pantai  

356.09  

Badan Jalan  374.9  

Kawasan Lindung  
Sempadan Sungai  

Kawasan Campuran  620.35  

Kawasan Lindung kawasan 
sekitar  danau/waduk  

- 

Kawasan Pariwisata  - 

Kawasan Lindung  
Sempadan Rel Kereta Api  

Kawasan Perikanan  847.7  

Kawasan Ruang Terbuka 
Hijau  

2594  
Kawasan 
Perkebunan Rakyat  

1,645  

Kawasan Ekosistem  
Mangrove Kecamatan 
Banda Sakti  

13.72  
Kawasan 
Permukiman  

4,016  

Kawasan Ekosistem  

Mangrove Kecamatan Blang 
Mangat  

20.39  Kawasan Pertanian  927.09  
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Kawasan Lindung  Luas (Ha)  Kawasan Budidaya  Luas (Ha)  

Kawasan Ekosistem  

Mangrove Kecamatan 
Muara Satu  

16.53  
Kawasan Peruntukan 
Industri  

1043  

Kawasan Ekosistem  

Mangrove Kecamatan 
Muara Dua  

49.12  
Kawasan 
Transportasi  

5.48  

Badan Air  168.3  

Kawasan  
Perdagangan dan 
Jasa  

512.2  

Kawasan 
Perkantoran  

77.04  

Kawasan Pertanahan  

dan Keamanan  
95.46  

Pergudangan  1.23  

Jumlah  3218.15  Jumlah  10,165.45  

Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023 -2043  

Pola ruang yang diuraikan pada tabel di atas menjadi acuan dalam 

pemanfaatan ruang. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan 

arahan pola ruang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian 

pelaksanaan struktur dan pola ruang terhadap RTRW.  

Hasil peninjauan kembali terhadap RTRW Kota Lhokseumawe yang 

dituangkan dalam rumusan rekomendasi pada tahun 2019, tercatat bahwa 

berdasarkan tingkat kualitas RTRW Kota Lhokseumawe, tingkat kesesuaian 

dengan peraturan perundang -undangan dan tingkat kesesuaian pelaksanaan 

pemanfaatan ruang, maka RTRW Kota Lhokseumawe mendapatkan nilai 

sebesar 56.32 dan dinyatakan buruk. Hal ini dibandingkan dengan passing 

grade senilai 85 sebagai RTRW yang dinyatakan baik. Penilaian ini tentunya 

berdampak kepada harus revisinya RTRW Kota Lhokseumawe tahun 2013 -

2033.   

Pantai  

Kerusakan pantai sampai saat ini terus terjadi, dimana abrasi paling 

dominan yang terjadi disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim arah angin 

Barat dan Timur serta gelombang pasang purnama. Kondisi tersebut semakin 

parah akibat hutan mangrove telah musnah sepanjang pantai. Panjang pantai 

Kota Lhokseumawe dalam kondisi kritis periode 2017 -2022 sepanjang 6,06 

km. Sejauh ini pembangunan tanggul dan pemecah ombak merupakan satu -

satunya cara yang diambil dalam mengurangi dampak abrasi. Untuk 

menanggulangi abrasi ini tidak cukup hanya dengan penanganan fisik saja, 

tetapi diperlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi.  
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Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  

Permukiman layak huni merupakan bagian dari lingkungan hidup di 

luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, 

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, 

yang mampu menumbuhkan keadaan yang sempurna baik fisik, mental, 

maupun sosial budaya, dan tidak termasuk permukiman kumuh. 

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena 

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan 

kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.  

Tabel 2. 7 Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman Tahun 2017 -2022  

No Uraian  Satuan  
Tahun  

2017  2018  2019  2020  2021  2022  

1 

Jumlah 
rumah  

layak huni  

Unit  35.518  35.518  35.610  35.678  35.858  38.962  

2 

Jumlah 
rumah 
tinggal  

Unit  43.331  43.331  43.331  43.331  51.827  55.661  

Persentase 
Rumah Layak 
Huni  

% 81,97  81,97  82,18  82,34  69,19  70.00  

3 
Jumlah  

Penduduk  
Jiwa  198.980  203.284  207.202  188.713  189.941  191.396  

Rasio rumah 
layak huni 
terhadap jumlah  

penduduk  

rasio  0,18  0.17  0.17  0.18  0.18  0.19  

Penyediaan 
Rumah Layak 
Huni bagi  

Masyarakat 
Miskin  

Unit  92  - 72  22  55  63  

Sumber: Dinas PUPR, 2023 dan diolah  

Luas permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe pada tahun 2017 

mengacu pada Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe sebesar 81.3 ha. 

Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 78.46 ha pada tahun 2022.   

Kondisi Jalan  

Kota Lhokseumawe memiliki panjang jalan 412,468 Km dengan jumlah 

ruas jalan mencapai 699 ruas yang tersebar pada 4 (empat) kecamatan 

dengan rincian sebagaimana dideskripsikan pada tabel berikut ini. Secara 

garis besar total persentase panjang jalan Kota Lhokseumawe dalam kondisi 

mantap telah menunjukkan kinerja yang membanggakan meskipun belum 

handal. Telah terjadi peningkatan persentase jalan dalam keadaan mantap, 

dari 58,13 persen pada tahun 2017 dengan panjang jalan kota 412.468 km 

menjadi 69,52 persen di tahun 2023. Sementara itu, persentase jalan kota 

dalam kondisi mantap masih jauh dibawah kondisi mantap jalan provinsi 
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yaitu 84.4 persen dan juga masih dibawah kondisi jalan mantap nasional 

sebesar 98,65 persen.  

Tabel 2.8  Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Kota 
Lhokseumawe dan Provinsi Aceh Tahun 2017 -2022 (km)  

Tahun  

Jalan Kota  Jalan Provinsi  

Panjang 
Jalan 

seluruh  

Kondisi Mantap  Panjang 
Jalan 

seluruh  

Kondisi Mantap  

Baik  Sedang  % Baik  Sedang  % 

2017  412,468  108,190  131,577  58,13  1.781,72  823,43  306,08  63.39  

2018  412,468  108,190  131,577  58,13  1.781,72  870,79  324,14  67.07  

2019  412,468  171,297  106,994  67.47  1.781,72  1.297,35  72,03  76.86  

2020  412,468  171,297  106,994  67.47  1.781,72  1.321,82  92,14  79.36  

2021  412,468  171,297  106,994  67.47  1.781,72  1.157,10  206,83  76.55  

2022  412,468  279.983  37,493  76,97  1.781,72  1.391.21  112,72  84.41  

2023  412,468  258,494  28,254  69,52      

Sumber: Dinas PUPR Kota Lh okseumawe Tahun 2023 dan diolah  

2.2  Karakteristik Kebencanaan Daerah  

Berdasarkan data KRB Aceh 2022 -2026, sub bagian Kota Lhokseumawe 

memiliki risiko bahaya banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, cuaca 

ekstrim, gelombang pasang dan abrasi, karhutla, kekeringan, kegagalan 

teknologi covid -19 dan likuifaksi. Untuk itu perlu dilakukan upaya mitigasi, 

adaptasi, dan resiliensi yang masif, terstruktur, dan melibatkan seluruh elemen 

masyarakat agar IRB di Kota Lhokseumawe diturunkan menjadi kategori rendah.  

2.2.1  Banjir  

Banjir merupakan masalah serius yang sering terjadi di Kota 

Lhokseumawe. Sebagai kota pesisir yang berada di Provinsi Aceh, Kota 

Lhokseumawe rentan terhadap banjir karena faktor geografisnya yang 

merupakan dataran landai yang berdekatan dengan laut, juga dipengaruhi 

oleh kondisi Daerah Aliran Sungai yang masuk ke dalam wilayah Kota 

Lhokseumawe, diantaranya DAS Krueng Geukeuh dan DAS Krueng Pase.  

Sejarah kejadian banjir di kota ini telah terjadi secara berulang, 

terutama saat musim hujan tiba. Faktor penyebab utama banjir di Kota 

Lhokseumawe antara lain curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang 

kurang baik, serta tingginya intensitas pembangunan tanpa pertimbangan 

mitigasi bencana yang memadai. Berdasarkan KRB Kota Lhokseumawe tahun 

2018 -2022, wilayah terdampak Banjir di Kota Lhokseumawe meliputi 

Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu dengan 

total luas wilayah terdampak 6,784.38 Ha.  
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2.2.2  Cuaca Ekstrim  

Dalam definisi lokal di Kota Lhokseumawe, yang dimaksud cuaca 

ekstrim  tidak hanya berupa angin puting beliung saja, tetapi juga petir, atau 

angin kencang yang bertiup dalam waktu singkat. Indikator yang digunakan 

untuk peta bahaya cuaca ekstrim  adalah koefisien keterbukaan (terkait peta 

penggunaan lahan), dikombinasikan dengan ôperbukitanõ (kelas lereng) dan 

peta curah hujan tahunan. Perubahan pola cuaca ekstrim  seperti hujan lebat, 

angin kencang, dan gelombang tinggi dapat menyebabkan bencana seperti 

banjir, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur. Seiring dengan 

perubahan iklim global, intensitas dan frekuensi cuaca ekstrim  semakin 

meningkat, meningkatkan risiko bencana di wilayah ini. Berdasarkan KRB 

Kota Lhokseumawe tahun 2018 -2022, wilayah terdampak cuaca ekstrim  di 

Kota Lhokseumawe meliputi Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara 

Dua dan Muara Satu dengan total luas  wilayah terdampak 13,914.45 Ha.  

2.2.3  Gelombang Pasang dan Abrasi  

Gelombang pasang dan abrasi menjadi mas alah serius di Kota 

Lhokseumawe, dikarenakan minimnya tutupan vegetasi di wilayah pesisir 

serta tidak banyak penanaman mangrove dilakukan di sepanjang pesisir. 

Gelombang pasang yang tinggi dapat menyebabkan banjir rob di daerah 

pesisir, merusak bangunan, dan mengganggu aktivitas masyarakat. Selain 

itu, abrasi pantai juga menjadi ancaman serius, terutama bagi pemukiman 

yang berada di pinggir pantai. Akibat abrasi, sebagian wilayah pantai menjadi 

semakin tergerus, mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial bagi 

masyarakat yang tinggal di sana. Berdasarkan KRB Kota Lhokseumawe tahun 

2018 -2022, kecamatan terdampak gelombang pasang dan abrasi adalah 

Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara 

Satu dengan kelas tinggi, sedangkan Kecamatan Muara Dua masuk ke dalam 

kelas sedang, untuk total wilayah terdampak gelombang pasang dan abrasi 

adalah 136.44 Ha.  

2.2.4  Gempa Bumi  

Gempa bumi menjadi salah satu ancaman di Kota Lhokseumawe 

karena wilayah ini terletak di zona seismik yang aktif. Sejarah telah mencatat 

beberapa kejadian gempa bumi yang signifikan, termasuk gempa besar pada 

tahun 2004 yang mengakibatkan tsunami dahsyat turut berdampak di Kota 

Lhokseumawe. Menurut KRB Kota Lhokseumawe Tahun 2018 -2022 total 

wilayah berpotensi terdampak gempa di Kota Lhokseumawe mencapai 

13,937.04 (Ha), dengan tiga kecamatan masuk ke dalam kelas sedang yaitu 

Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat dan Muara Dua, sedangkan 

Kecamatan Muara Satu masuk ke dalam potensi rendah.  
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2.2.5  Kebakaran H utan dan Lahan  

Kebakaran hutan dan lahan diakibatkan oleh perubahan iklim global 

yang menghasilkan kekeringan yang berkepanjangan. Sebagian besar 

kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, termasuk di Kota Lhokseumawe, 

disebabkan oleh aktivitas manusia, baik disengaja maupun karena kelalaian, 

bukan karena faktor alam. Di Kota Lhokseumawe tidak ada lahan 

perkebunan milik industri, melainkan lahan perkebunan milik warga. Dengan 

demikian, peristiwa kebakaran yang terjadi di Kota Lhokseumawe tidak 

dikategorikan ke dalam kebakaran hutan, melainkan kebakaran lahan. 

Kejadian kebakaran lahan yang kerap terjadi di Kota Lhokseumawe 

disebabkan oleh warga yang membuka lahan perkebunan dengan cara 

membakar rumput di sekitar lahan. Api yang membakar rerumputan menjadi 

lebih besar dan tidak bisa dikendalikan hingga akhirnya mengganggu 

mas yarakat sekitar lahan tersebut.  

Dikutip dari KRB Kota Lhokseumawe tahun 2018 -2022, total luas 

bahaya secara keseluruhan dari wilayah Kota Lhokseumawe yang berpotensi 

terdampak bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah 855.18 Ha, melingkupi 

dua Kecamatan yaitu Blang Mangat dan Muara Satu.  

2.2.6  Kekeringan  

Kekeringan adalah fenomena alam yang dipicu oleh fluktuasi iklim 

yang signifikan. Kondisi kekeringan berkembang secara bertahap, dengan 

masa kekeringan berlangsung hingga tiba musim hujan, dan memiliki 

dampak yang meluas dan merambah ke berbagai sektor (RBI, BNPB). Seluruh 

Kecamatan di Kota Lhokseumawe masuk ke dalam potensi rendah untuk 

ancaman kekeringan, dengan luas total wilayah yang berpotensi benca na 

kekeringan adalah 13.397 Ha.  

2.2.7  Longsor  

Tanah longsor, juga dikenal sebagai gerakan tanah, adalah fenomena 

alam yang dipengaruhi oleh faktor geologi, tingkat curah hujan, dan pola 

penggunaan lahan di lereng. Di Kota Lhokseumawe, tanah longsor sering 

terjadi karena topografi yang didominasi oleh tebing tinggi dan lereng curam. 

Kondisi ini diperparah oleh minimnya vegetasi yang dapat mengikat tanah di 

daerah perbukitan. Kebiasaan masyarakat membangun rumah di bawah 

tebing yang tidak tertutup vegetasi juga menjadi faktor utama dalam 

terjadinya tanah longsor, yang dapat menyebabkan kerugian material 

maupun korban jiwa. Menurut dokumen KRB tahun 2017 -2022 wilayah Kota 

Lhokseumawe yang memiliki potensi bahaya longsor mencakup 2 kecamatan, 

yaitu Kecamatan Muara Dua dengan kelas Rendah serta Kecamatan Muara 

Satu dengan kelas rendah.  
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2.2.8  Tsunami  

Tsunami adalah jenis bencana yang tergolong dalam fast -onset 

disaster, yang artinya proses terjadinya bencana ini sangat cepat. Tsunami 

merupakan ancaman serius bagi banyak wilayah pesisir di Indonesia, 

termasuk Kota Lhokseumawe yang berada di wilayah pesisir. Bencana ini 

biasanya dipicu oleh gempa bumi di dasar laut yang mengakibatkan 

pergeseran vertikal yang kuat. Analisis ancaman tsunami bertujuan untuk 

memahami karakteristik tsunami yang mungkin terjadi atau sedang terjadi, 

dengan mempertimbangkan sumber gempa, lokasi, pergerakan gelombang, 

dan tinggi gelombang tsunami. Berdasarkan KRB Kota Lhokseumawe tahun 

2017 -2022, seluruh kecamatan di Kota Lhokseumawe memiliki potensi 

bencana tsunami meski hanya dengan kategori sedang.  

2.2.9  Kegagalan Teknologi  

Bahaya kegagalan teknologi di Kota Lhokseumawe terdiri dari 

parameter jenis industri dan bahaya bencana alam (tsunami dan gempa 

bumi). Setiap parameter diidentifikasi untuk mendapatkan kelas parameter 

dan dinilai berdasarkan tingkat pengaruh/kepentingan masing -masing. 

Potensi kegagalan teknologi tergolong cukup tinggi dikarenakan 

Lhokseumawe masuk dalam kategori wilayah KEK.   

2.2.10  Covid -19  

Kota Lhokseumawe ikut mengalami penyebaran wabah penyakit yang 

diakibatkan oleh Coronavirus Disease 2019 (Covid -19) . Covid -19 merupakan 

pandemi global dan telah dinyatakan oleh WHO, dapat menular dari manusia 

ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara berdasarkan 

bukti ilmiah (Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/  

2020). Penularan Covid -19 di Kota Lhokseumawe melalui orang yang kontak 

erat dengan pasien Covid -19 termasuk yang merawat pasien Covid -19.  

2.2.11  Likuifaksi  

Likuifaksi adalah fenomena geologi di mana tanah yang jenuh air 

mengalami perubahan mendadak menjadi kondisi yang mirip dengan cairan, 

sering kali terjadi selama gempa bumi atau getaran lainnya. Untuk 

Lhokseumawe, kota yang terletak di provinsi Aceh, Indonesia, laporan 

mengenai lokasi spesifik likuifaksi biasanya terkait dengan daerah yang 

memiliki tanah berpasir dan kondisi tanah yang jenuh air.  

Secara umum, daerah dengan potensi likuifaksi tinggi di Lhokseumawe 

bisa ditemukan di kawasan pesisir dan delta sungai, yaitu area yang memiliki 

tanah berpasir dan jenuh air yang lebih rentan terhadap likuifaksi, serta di 

kawasan yang pernah terkena gempa:  area yang mengalami gempa bumi 
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besar sebelumnya bisa memiliki potensi likuifaksi yang tinggi, tergantung 

pada kondisi tanah dan struktur geologisnya.  

2.3  Risiko Bencana Kota Lhokseumawe  

Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe dari Tahun 2018 - 2022 berada 

pada kelas risiko sedang, namun pada tahun 2022 Indeks Risiko Bencana Kota 

Lhokseumawe naik dari 130.11 menjadi 132.70. Indeks Risiko Bencana Kota 

Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel berikut ini:  

Tabel 2.9  Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2015 -2022  

No.  Tahun  Nilai IRB  Kategori  

1 2015  175,20  Tinggi  

2 2016  142,77  Sedang  

3 2017  136,92  Sedang  

4 2018  130,11  Sedang  

5 2019  130,11  Sedang  

6 2020  130,11  Sedang  

7 2021  130,11  Sedang  

8 2022  128,61  Sedang  

Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, 2023  

2.3.1  Pengkajian Bahaya  

Hasil rekapitulasi kelas indeks bahaya mengacu pada Kajian Risiko 

Bencana Aceh (KRB) Aceh 2022 -2026, menunjukkan bencana di Kota 

Lhokseumawe berada pada kelas tinggi, sedang dan rendah. Bencana dengan 

kelas bahaya tinggi yaitu banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, 

tanah longsor dan tsunami, bencana pada kategori sedang yaitu kekeringan, 

covid 19 dan likuifaksi, Sementara bencana pada kategori kelas rendah 

adalah, gempa bumi,   karhutla dan kegagalan teknologi. Pengkajian bahaya 

tersebut dilakukan hingga tingkat desa di Kota Lhokseumawe. Rekapitulasi 

hasil kajian bahaya tingkat desa menghasilkan kajian bahaya tingkat 

kecamatan.  

Tabel 2.1 0 Rekapitulasi Kajian Bahaya Kota Lhokseumawe  

No Jenis Bahaya  
Luas Bahaya (Ha)  

Total 
(Ha) 

Kelas  
Rendah  Sedang  Tinggi  

1 Banjir  110  2.857  4.093  7.060  Tinggi  

2 Cuaca Ekstrim  6.774  3.494  7.838  18.106  Tinggi  

3 
Gelombang ekstrim dan 
Abrasi  

0 0 634  634  Tinggi  

4 Gempa Bumi  15.927  2.179  0 18.106  Rendah  

5 Karhutla  6.928  813  0 7.740  Rendah  
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No Jenis Bahaya  
Luas Bahaya (Ha)  

Total 
(Ha) 

Kelas  
Rendah  Sedang  Tinggi  

6 Kekeringan  0 18.106  0 18.106  Sedang  

7 Tanah Longsor  299  322  2.389  3.010  Tinggi  

8 Tsunami  657  586  1.191  2.434  Tinggi  

9 Kegagalan Teknologi  398  0 0 398  Rendah  

10  Covid 1 -19 13.909  4.197  0 18.106  Sedang  

11  Lik uifaksi  0 16.055  745  16.799  Sedang  

Sumber: Hasil Kajian Risiko Bencana 2022 -2026 Aceh Sub Bagian 
Lhokseumawe  

Hasil kajian bahaya dan luas bahaya di Kota Lhokseumawe dipaparkan 

sebagai berikut:  

a. Banjir  

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya berada pada kelas 

bahaya tinggi. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah 

terdampak bahaya banjir adalah 7.060 Ha. 110 (ha) berada pada kelas 

risiko rendah, 2.857 berada pada kelas risiko sedang dan 4.093 berada 

pada kelas bahaya tinggi.  

b.  Cuaca Ekstrim  

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya 

tinggi. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak 

bahaya cuaca ekstrim adalah 18.106 Ha. 6.774 Ha berada pada kelas 

bahaya rendah, 3.494 ha berada pada kelas bahaya sedang dan 7.838 

berada pada kelas bahaya tinggi.  

c. Gelombang Ekstrim  dan Abrasi  

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya 

tinggi. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak 

bahaya cuaca ekstrim adalah 634 ha. Tidak ada kelas bahaya rendah, 

tidak ada kelas bahaya sedang, namun seluar 634 ha berada pada kelas 

bahaya tinggi.  

d.  Gempa Bumi  

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya 

rendah untuk bahaya gempa bumi. Total luas bahaya secara keseluruhan 

dari wilayah terdampak bahaya gempa bumi adalah 18.106 ha dengan 

rincian 15.927 berada pada kelas risiko rendah, 2.179 ha berada pada 

kelas bahaya sedang dan tidak ada kelas bahaya tinggi.  

e. Kebakaran Hutan dan Lahan  

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya 

kebakaran hutan dan lahan di di Kota Lhokseumawe. Karhutla memiliki 
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kelas risiko rendah dengan rincian 6.928 ha berada pada kelas bahaya 

rendah, 813 ha berada pada kelas risiko sedang dan tidak ada kelas 

bahaya yang berisiko tinggi.  

f.  Kekeringan  

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya 

kekeringan yang ada di Kota Lhokseumawe. Kekeringan memiliki kelas 

bahaya sedang, dengan rincian tidak ada yang berada pada kelas risiko 

rendah, 18.106 ha berada pada kelas risiko sedang dan tidak ada yang 

berada pada kelas risiko tinggi.  

g. Tanah Longsor  

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya 

tanah longsor yang ada di Kota Lhokseumawe. Tanah longsor memiliki 

kelas bahaya tinggi dengan rincian 299 ha berada pada kelas risiko 

rendah, 322 ha berada pada kelas risiko sedang dan 2.389 ha berada pada 

kelas risiko tinggi.  

h.  Tsunami  

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya 

tsunami tinggi di Kota Lhokseumawe. Total luas bahaya secara 

keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya tsunami adalah 2.434 Ha. 

Adapun rinciannya 657 Ha berada pada kelas   bahaya rendah, 568 ha 

berada pada kelas bahaya sedang, dan 1.191 ha berada pada kelas bahaya 

tinggi.  

i.  Kegagalan teknologi  

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya kegagalan 

teknologi berada pada kelas bahaya tinggi. Total luas bahaya secara 

keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya kegagalan teknologi adalah 

398 Ha. 398 (ha) berada pada kelas risiko rendah, tidak ada kelas risiko 

sedang dan tinggi.  

j.  Covid -19 

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya Covid -19 berada 

pada kelas bahaya sedang. Total luas bahaya secara keseluruhan dari 

wilayah terdampak bahaya Covid -19 adalah 18.106 Ha.13.909 (ha) berada 

pada kelas risiko rendah, 4. 197 ha berada pada kelas risiko sedang dan 

tidak ada kelas risiko tinggi . 

k.  Likuifaksi  

Tabel diatas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya Liquifaksi berada 

pada kelas bahaya sedang. Total luas bahaya secara keseluruhan dari 

wilayah terdampak bahaya Likuifaksi adalah 16.799 (ha). Tidaka ada kelas 

risiko rendah, 16.055 ha berada pada kelas risiko sedang dan 745 ha 

berada pada kelas risiko tinggi.  
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2.3.2  Pengkajian Kerentanan   

Pengkajian kerentanan  dilakukan   dengan   menganalisis   kondisi   dan 

karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk 

menentukan faktor -faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat 

dalam menghadapi bencana. Terdapat 2 (dua) indeks kerentanan yaitu indeks 

penduduk terpapar dan indeks kerugian.  Pada di bawah ini menunjukkan 

bahwa kelas kerentanan Kota Lhokseumawe adalah sedang. Adapun hasil 

kajian kerentanan untuk seluruh potensi bencana tingkat kecamatan di Kota 

Lhokseumawe dijabarkan sebagai berikut.  

Tabel 2.1 1 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kota Lhokseumawe  

No.  Jenis Bahaya  

Jumlah 
Penduduk 

Terdampar 
(Jiwa)  

Kelompok Rentan  

Kelas  Penduduk 
Umur 

Rentan  

Penduduk 
Miskin  

Penduduk 
Disabilitas  

1 Banjir  99.844  10.498  10.008  427  Sedang  

2 Cuaca Ekstrim  190.902  20.091  19.245  813  Sedang  

3 
Gelombang Pasang 
dan Abrasi  

11.564  1.193  1.055  46  Sedang  

4 Gempa Bumi  190.903  20.091  19.245  813  Sedang  

5 
Kebakaran Hutan dan 
Lahan  

- - - ð - 

6 Kekeringan  190.903  20.091  19.245  813  Sedang  

7 Tanah Longsor  6.566  692  680  30  Sedang  

8 Tsunami  41.321  4.323  3.981  183  Sedang  

9 Kegagalan Teknologi  - - - - - 

10  Covid -19  190.903  20.091  19.245  813  Sedang  

11  Likuifaksi  186.517  19.616  18.758  793  
Sedang  

 

Kota Lhokseumawe  1.109.423  116,686  111.462  4.731   

Sumber: Hasil Kajian Risiko Bencana 2022 -2026 Aceh Sub Bagian 
Lhokseumawe  

Hasil analisis Kajian Risiko Bencana Aceh 2022 -2026 didapat analisis 

Potensi Penduduk Terpapar  Bencana di Kota Lhokseumawe. Ju mlah 

penduduk terpapar untuk keseluruhan bencana adalah 1.109.423 jiwa, 

Penduduk Umur rentan 116.686 jiwa, Penduduk Miskin 111.462 jiwa dan 

penduduk disabilitas 4.731 jiwa. Penduduk yang terpapar bencana banjir 

99.844. 190.902 jiwa 11.564, 190.903, Kekeringan 190.903, Tanah Longsor 

6.566, Jumlah penduduk yang terpapar bencana tsunami 41.321, Tidak ada 

penduduk yang terpapar bencana kegagalan teknologi, Jumlah pendu duk 

yang terpapar bencana Covid -19 190.903, Jumlah penduduk terpapar 

bencana Likuifaksi   186.517 jiwa .  
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Tabel 2.1 2 Potensi Kerugian Bencana di Kota Lhokseumawe  

No 
Jenis 

Bahaya  

Kerugian Rupiah (Juta Rupiah)  
Kelas 

Kerugian  

Potensi 
Kerusakan 

Lingkungan 
(Ha) 

Kelas  
Fisik  Ekonomi  

Total 
Kerugian  

1 Banjir  455.270  195.284  650.554  Tinggi  1 Rendah  

2 
Cuaca 
Ekstrim  

1.618.678  29.321  1.648.000  Tinggi    

3 

Gelombang 
Pasang dan 
Abrasi  

91.304  1.900  93.204  Sedang  - - 

4 
Gempa 
Bumi  

42.512  1.219.560  1.262.072  Tinggi  - - 

5 
Kebakaran 
Hutan dan 
Lahan  

- 1.567.656  1.567.656  Rendah  - - 

6 Kekeringan  - 0 0 Rendah  1 Rendah  

7 
Tanah 
Longsor  

40.008  200.726  240.734  Tinggi  - - 

8 Tsunami  172.737  15.032  187.769  Tinggi  - - 

9 
Kegagalan 
Teknologi  

- - - - - - 

10  Covid -19  - - - - - - 

11  Likuifaksi  539.806  1.441  541.247  Tinggi  1 Rendah  

Kota 
Lhokseumawe  

2.960.315  3.230.920  6.191.236     

Sumber: Hasil Kajian Risiko Bencana 2022 -2026 Aceh Sub Bagian 
Lhokseumawe  

Hasil analisis Kajian Risiko Bencana Aceh, sub bagian Kota 

Lhokseumawe, Total kerugian akibat bencana di Kota Lhokseumawe Rp. 

6.191 Triliun Rupiah, dengan potensi Kerugian Fisik akibat Bencana di Kota 

Lhokseumawe sebesar Rp. 2.960 Triliun, kerugian ekonomi Rp. 3.230 Triliun, 

dengan rincian kerugian sebagai berikut :  

a. Potensi Kerugian Bencana Banjir  

Kelas Kerugian tinggi   dengan Kerugian Fisik sebesar   1,618678   Triliun 

Rupiah,   Kerugian Ekonomi sebesar 195,284 Miliar Rupiah dengan total 

kerugian sebesar 650,554 Miliar  

b.  Cuaca Ekstrim  

Kelas Kerugian tinggi   dengan Kerugian Fisik sebesar   455.27 Miliar 

Rupiah,   Kerugian Ekonomi sebesar 29,321 Mil iar Rupiah dengan total 

kerugian sebesar 1,648 Triliun rupiah.  

c. Gelombang Pasang dan Abrasi  

Kelas Kerugian Sedang   dengan Kerugian Fisik sebesar Rp 91 Miliar 

Rupiah,   Kerugian Ekonomi sebesar 1,9 Miliar Rupiah dengan total 

kerugian sebesar 93,204 Miliar rupiah.  

d.  Gempa Bumi  

Kelas Kerugian tinggi   dengan Kerugian Fisik sebesar Rp 42,512 Miliar 

Rupiah,   Kerugian Ekonomi sebesar 1,21956 Triliun Rupiah dengan total 

kerugian sebesar 1,262072 Triliun rupiah.  
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e. Kebakaran Hutan dan Lahan  

Kelas Kerugian rendah, tidak ada Kerugian Fisik,   Kerugian Ekonomi 

sebesar 1,567656 Triliun Rupiah dengan total kerugian sebesar 1,567656 

Triliun Rupiah  

f.  Kekeringan  

Kelas Kerugian rendah, tidak ada kerugian fisik dan ekonomi.   

g. Tanah Longsor  

Kelas Kerugian tinggi   dengan Kerugian Fisik sebesar Rp 40 Miliar 

Rupiah,   Kerugian Ekono mi sebesar 200,726 rupiah, dengan total 

kerugian sebesar 240,73 Miliar rupiah  

h.  Tsunami  

Kelas Kerugian tinggi   dengan Kerugian Fisik sebesar Rp 172, 737 Miliar 

Rupiah,   Kerugian Ekonomi sebesar 15,032 Miliar Rupiah dengan total 

kerugian sebesar 187,769 Miliar  

i.  Kegagalan teknologi  

Tidak ada potensi bencana dan kerugian bencana kegagalan teknologi.  

j.  Covid -19 

Covid -19   tidak lagi menjadi   potensi bencana dan kerugian bencana  

k.  Likuifaksi  

Kelas Kerugian tinggi   dengan Kerugian Fisik sebesar Rp 939,5 Miliar 

Rupiah,   Kerugian Ekonomi sebesar 541,247   Miliar Rupiah dengan total 

kerugian sebesar   541.247   Miliar rupiah.  

Adapun penghitungan nilai kerentanan mayoritas berada pada kelas 

kerentanan Sedang. Adapun bencana yang memiliki kelas kerentanan sedang 

yaitu Banjir, Gelombang ekstrim dan Abrasi, Gempa bumi, Kebakaran hutan 

dan lahan, kekeringan, Tanah Longsor, dan tsunami. Hanya bencana Cuaca 

Ekstrim yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Berikut Tingkat kerentanan 

Kota Lhokseumawe :  

Tabel 2.13  Tingkat Kerentanan Kota Lhokseumawe  

No Jenis Bahaya  
Kelas 

Penduduk 
Terpapar  

Kelas 
Kerugian  

Kelas 
Kerusakan 

Lingkungan  

Kelas 
Kerentanan  

1 Banjir  sedang  tinggi  rendah  tinggi  

2 Cuaca Ekstrim  sedang  tinggi  - tinggi  

3 
Gelombang 
Pasang dan 
Abrasi  

sedang  sedang  - sedang  

4 Gempa Bumi  sedang  tinggi  - sedang  

5 
Kebakaran Hutan 
dan Lahan  

- rendah  - rendah  

6 Kekeringan  sedang  rendah  rendah  sedang  

7 Tanah Longsor  sedang  tinggi  - sedang  

8 Tsunami  sedang  tinggi  - sedang  
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No Jenis Bahaya  
Kelas 

Penduduk 
Terpapar  

Kelas 

Kerugian  

Kelas 
Kerusakan 

Lingkungan  

Kelas 

Kerentanan  

9 
Kegagalan 
Teknologi  

- rendah  - rendah  

10  Covid -19 sedang  - - rendah  

11  Lik uifaksi  sedang  tinggi  rendah  sedang  

Sumber: Hasil Kajian Risiko Bencana 2022 -2026 Aceh Sub Bagian 
Lhokseumawe  

a. Banjir  

Banjir memiliki jumlah penduduk terpapar 146. 518.00 jiwa. Banjir 

berpotensi terjadi di 4 kecamatan di Kota Lhokseumawe. Pada 4 

kecamatan tersebut, kelas kerentanan untuk bahaya banjir berada pada 

kelas kerentanan sedang. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas 

kerentanan banjir seperti yang ditunjukkan dalam Tabel, di Kota 

Lhokseumawe adalah sedang.  

b.  Cuaca Ekstrim  

Cuaca Ekstrim  memiliki jumlah penduduk terpapar 38.438.00. Potensi 

jumlah penduduk terpapar da n potensi kerugian ini dianalisis  dan 

kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana cuaca 

ekstrim . Cuaca ekstrem berpotensi terjadi di 4 kecamatan di Kota 

Lhokseumawe. Terdapat 3 kecamatan yang berada pada kelas kerentanan 

sedang, yaitu kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, dan Muara Satu. 

Sementara itu pada kecamatan Muara Dua kelas kerentanan untuk 

bahaya cuaca ekstrim  adalah tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas 

kerentanan cuaca ekstrim  seperti yang ditunjukkan dalam Tabel di atas, 

di Kota Lhokseumawe adalah sedang dan tinggi.  

c. Gelombang Ekstrem dan Abrasi  

Gelombang ekstrim  dan abrasi berpotensi terjadi di 4 kecamatan di Kota 

Lhokseumawe. Terdapat 3 kecamatan yang berada pada kelas kerentanan 

rendah, yaitu kecamatan Blang Mangat, Muara Satu, dan Muara Dua. 

Sementara itu kecamatan Banda Sakti adalah satu -satunya yang memiliki 

kelas kerentanan sedang untuk bahaya gelombang ekstrim  dan abrasi. 

Gelombang Ekstrim  dan Abrasi memiliki jumlah penduduk terpapar 

6.633.00. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan gelombang 

ekstrim  dan abrasi seperti yang ditunjukkan dalam Tabel,  di Kota 

Lhokseumawe adalah sedang dan rendah.  

d.  Gempa Bumi  

Gempa Bumi berpotensi terjadi di 4 kecamatan di Kota Lhokseumawe. 

Keseluruhan kecamatan yang berpotensi pada bahaya gempa bumi berada 

pada kelas kerentanan sedang. Gempa Bumi memiliki jumlah penduduk 

terpapar bencana yang sangat tinggi yaitu 195.832.00 Maka dapat 
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disimpulkan bahwa kelas kerentanan gempa bumi seperti yang 

ditunjukkan dalam Tabel, di Kota Lhokseumawe adalah sedang.  

e. Kebakaran Hutan dan Lahan  

Kebakaran hutan dan lahan berpotensi terjadi di 2 kecamatan di Kota 

Lhokseumawe, yaitu kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara 

Satu. Masing -masing kecamatan memiliki kelas kerentanan yang berbeda. 

Kelas kerentanan sedang terdapat pada kecamatan Blang Mangat dan 

kelas kerentanan rendah terdapat pada kecamatan Muara Satu. Maka 

dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan kebakaran hutan dan lahan 

di Kota Lhokseumawe adalah sedang dan rendah.  

f.  Kekeringan  

Kekeringan berpotensi terjadi di 4 kecamatan di Kota Lhokseumawe. 

Hanya ada satu kecamatan yang memiliki kelas kerentanan rendah untuk 

bencana kekeringan yaitu kecamatan Muara Satu. Sementara itu 

kecamatan lainnya berada pada kelas kerentanan sedang untuk bencana 

kekeringan. Kekeringan memiliki jumlah penduduk terpapar bencana 

yang sangat tinggi yaitu 195.832.00 Maka dapat disimpulkan bahwa kelas 

kerentanan kekeringan di Kota Lhokseumawe adalah sedang dan rendah.  

g. Tanah Longsor  

Bencana longsor berpotensi terjadi di 2 kecamatan di Kota Lhokseumawe, 

yaitu kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu. Masing -masing 

kecamatan memiliki kelas kerentanan yang berbeda. Kelas kerentanan 

sedang terdapat pada kecamatan Muara Satu dan kelas kerentanan 

rendah terdapat pada kecamatan Muara Dua.  Tanah Longsor memiliki 

jumlah penduduk terpapar 1.386 .00 jiwa.  Maka dapat disimpulkan bahwa 

kelas kerentanan bencana longsor di Kota Lhokseumawe adalah sedang 

dan rendah.  

h.  Tsunami  

Bencana tsunami berpotensi terjadi di 4 kecamatan di Kota Lhokseumawe 

dengan kelas kerentanan yang berbeda. Kelas kerentanan sedang terdapat 

pada kecamatan Banda Sakti dan menjadi satu -satunya kecamatan yang 

memiliki kelas kerentanan sedang untuk bencana tsunami. Sementara itu 

kelas kerentanan rendah terdapat pada kecamatan Blang Mangat, Muara 

Dua dan Muara Satu.  Tsunami memiliki jumlah penduduk terpapar 

7.953.00 jiwa, m aka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan bencana 

tsunami di Kota Lhok seumawe adalah sedang . 

i.  Kegagalan teknologi  

Kajian kerentanan untuk bencana Kegagalan teknologi di Kota 

Lhokseumawe didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok 

rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan 

lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar da n potensi kerugian ini 
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dianalisis  dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan 

bencana kegagalan teknologi. Bencana tsunami berpotensi terjadi di 4 

kecamatan di Kota Lhokseumawe me miliki kelas kerentanan rendah. 

Kegagalan teknologi tidak memiliki kelas kerentanan penduduk terpapar 

sedang, kelas kerugian rendah, dan tidak ada kelas kerusakan 

lingkungan. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan kegagalan 

teknologi seperti yang ditunjukkan dalam Tabel di atas, di Kota 

Lhokseumawe adalah rendah.  

j.  Covid -19 

Covid -19 memiliki kelas kerentanan penduduk terpapar sedang, tidak ada 

kelas kerugian, dan tidak ada kelas kerusakan lingkungan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa kelas kerentanan covid -19 seperti yang ditunjukkan 

dalam Tabel di atas, di Kota Lhokseumawe adalah rendah. Covid -

19   tidak lagi menjadi   potensi bencana dan kerugian bencana.  

k.  Likuifaksi  

Kajian kerentanan untuk bencana likuifaksi di Kota Lhokseumawe 

didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta 

potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi 

jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini di analisis  dan 

kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana likuifaksi.  

Likuifaksi memiliki penduduk terpapar sedang, kelas kerugian tinggi dan 

kelas kerusakan lingkungan rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa 

kelas kerentanan likuifaksi seperti yang ditunjukkan dalam Tabel di atas, 

di Kota Lhokseumawe adalah sedang.  

2.3.3  Pengkajian Kapasitas   

Pengkajian kapasitas digunakan untuk menilai, merencanakan, 

mengimplementasikan, monitoring, dan mengembangkan lebih lanjut 

kapasitas daerah yang dimiliki sebagai langkah untuk pengurangan risiko 

bencana. Kajian kapasitas dilaksanakan berdasarkan tingkat kapasitas 

kabupaten/kota di wilayah pemerintahannya dan pengukuran prioritas 

kapasitas yang dimiliki di internal pemerintahan sendiri.  Pengukuran 

kapasitas daerah dapat dilakukan dengan perangkat inisiasi pencapaian 

kapasitas daerah berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana 

dan kesiapsiagaan d esa/kelurahan Kota Lhokseumawe.  
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Tabel 2.1 4 Kelas Kapasitas Kota Lhokseumawe dalam Menghadapi Potensi 
Bencana  

No Jenis Bahaya  

Kapasitas  

Kelas 
Ketahanan 

Daerah  

Kelas 
Kesiapsiagaan  

Kelas  

1 Banjir  0,40  - Tinggi  

2 Cuaca Ekstrim  0,40  - Tinggi  

3 Gelombang Ekstrim dan Abrasi  0,40  - Tinggi  

4 Gempa Bumi  0,40  - Sedang  

5 Kebakaran Hutan dan Lahan  0,40  - Tinggi  

6 Kekeringan  0,40  - Rendah  

7 Longsor  0,40  0,31  Sedang  

8 Tsunami  0,40  0,37  Sedang  

Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018 -2022  

Pada t abel di atas  memperlihatkan kelas kapasitas untuk 8 (delapan) 

potensi bencana Kota Lhokseumawe. Kelas kapasitas tersebut diperoleh dari 

penggabungan kelas kapasitas daerah yang berlaku sama untuk seluruh 

bencana dan kelas kesiapsiagaan yang berlaku berbeda untuk setiap bencana. 

Tabel tersebut diperoleh dari rekapitulasi kajian kapasitas per bencana tingkat  

kecamatan di Kota Lhokseumawe. I ndeks kapasitas masing -masing bencana 

berpotensi di Kota Lhok seumawe menunjukkan tingkat ketahanan daerah 

yang sama dengan nilai 0,40. Akan tetapi, hanya bencana longsor dan 

tsunami yang memiliki nilai kelas kesiapsiagaan yaitu 0,31 dan 0,37.  

Adapun dalam KRB Aceh menyebutkan bahwa nilai indeks kapasitas 

Kota Lhokseumawe berada dalam tingkat rendah dengan bobot 0,21. Ini 

selaras dengan nilai IKD aceh yang berbobot o,28. Berikut rinciannya:  

Tabel 2.1 5 Rekapitulasi Nilai IKD Kota Lhokseumawe dalam KRB Aceh  

Penilaian  Nilai  

Nilai IKD Kota Lhokseumawe  0,21  

Skor IKD Kota Lhokseumawe  0,18  

Nilai IKD Provinsi Aceh  0,28  

Skor Provinsi Aceh 0,23  

Indeks Kapasitas  0,198  

Kelas  Rencah  

Sumber: Hasil Kajian Risiko Bencana 2022 -2026 Aceh Sub Bagian 
Lhokseumawe  

Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Lhokseumawe telah dilakukan 

beberapa bentuk preventif bencana longsor dan tsunami. Ditinjau dari kelas 

kapasitas, bencana banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta 

kebakaran hutan dan lahan berada dalam kategori kelas tinggi, sedangkan 

kekeringan berada dalam kategori rendah. Bencana lainnya berupa gempa 

bumi, longsor, dan tsunami berada dalam tingkat kelas kapasitas sedang.  
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Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan -kecamatan tersebut 

telah diperoleh kelas kapasitas yaitu rendah dan sedang.  Kota Lhokseumawe 

membutuhkan langkah -langkah strategis dan sistematis terkait kegiatan 

pengurangan risiko bencana untuk peningkatan kapasitas daerah. Kelas 

kapasitas daerah berlaku sama untuk seluruh jenis bahaya di Kota 

Lhokseumawe. Penilaian kapasitas tersebut ditentukan melalui Focus Group 

Discussion (FGD) yang melibatkan SKPD dan instansi terkait di Kota 

Lhokseumawe.   

2.3.4  Pengkajian Risiko Bencan a 

Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Kota Lhokseumawe dapat 

dilihat sebagaimana t abel di bawah ini, yang menerangkan bahwa tingkat 

risiko setiap bencana di Kota Lhokseumawe berdasarkan tabel di atas 

menunjukkan tingkat risiko tinggi.  

Tabel 2.1 6 Tingkat Risiko Bencana di Kota Lhokseumawe  

No Ancaman  
Kelas 

Bahaya  
Kelas 

Kerentanan  
Kelas 

Kapasitas  
Kelas 
Risiko  

1 Banjir  Tinggi  Tinggi  Rendah  Tinggi  

2 Cuaca Ekstrim  Tinggi  Tinggi  Rendah  Tinggi  

3 
Gelombang Pasang 
dan Abrasi  

Tinggi  Tinggi  Rendah  Sedang  

4 Gempa Bumi  Rendah  Sedang  Rendah  Sedang  

5 
Kebakaran Hutan dan 
Lahan  

Rendah  Rendah  Rendah  Rendah  

6 Kekeringan  Sedang  Sedang  Rendah  Sedang  

7 Tanah Longsor  Tinggi  Sedang  Sedang  Sedang  

8 Tsunami  Tinggi  Sedang  Sedang  Sedang  

9 Kegagalan Teknologi  Sedang  Rendah  Rendah  Rendah  

10  Covid -19 Sedang  Rendah  Sedang  Rendah  

11  Likuifaksi  Sedang  Sedang  Rendah  Sedang  

Sumber: Hasil Kajian Risiko Bencana 2022 -2026 Aceh Sub Bagian 
Lhokseumawe  
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Gambar 2.9  Peta Multi Risiko Bencana Kota Lhokseumawe  

Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018 -2022  
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Gambar 2.10  Peta Risiko Banjir Kota Lhokseumawe  

Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018 -2022  
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Gambar 2.1 1 Peta Risiko Cuaca Ekstrim  Kota Lhokseumawe  

Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018 -2022  
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Gambar 2.12  Peta Risiko Cuaca Ekstrim Kota Lhokseumawe  

Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018 -2022  
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Gambar 2.13  Peta Risiko Gempa Bumi Kota Lhokseumawe  

Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018 -2022  
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Gambar 2.1 4 Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Lhokseumawe  

Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018 -2022  
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Gambar 2.1 5 Peta Risiko Kekeringan Kota Lhokseumawe  
Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018 -2022  
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Gambar 2.16  Peta Risiko Tanah Longsor Kota Lhokseumawe  

Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018 -2022  
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Gambar 2.1 7 Peta Risiko Tsunami Kota Lhokseumawe  
Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018 -2022  
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2.4  Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani  

2.4.1  Sejarah Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe  

Sejarah kejadian bencana dijabarkan berdasarkan kejadian bencana 

yang pernah terjadi dan persentase kejadiannya. Sejarah kejadian bencana 

dilihat berdasarkan Data dan Informasi Pusdatin BPBA yang dikeluarkan oleh 

BPBA. Dalam Kurun Waktu 10 tahun terakh ir, dan hasil analisis Kajian 

Risiko Bencana (KRB) Kota Lhokseumawe 2014 s.d 2023 dilaporkan sebanyak 

68 kejadian bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka Kota Lhokseumawe 

memiliki 8 (delapan) jenis potensi ancaman. Bencana tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 2.17  Potensi Bencana Kota Lhokseumawe  

No Jenis Bencana  No Jenis Bencana  

1.  Gempa Bumi  7.  Cuaca Ekstrim  

2.  Tsunami  8.  Kebakaran Hutan dan Lahan  

3.  Banjir  9.  Kegagalan Teknologi  

4.  Tanah Longsor  10.  Covid -19 

5.  Kekeringan  11.  Likuifaksi  

6.  Gelombang Ekstrim    

Sumber: Hasil Kajian Risiko Bencana 2022 -2026 Aceh Sub Bagian 
Lhokseumawe  

Adapun bencana di luar bencana alam adalah pandemi COVID - 19 

yang melanda seluruh dunia sejak tahun 2020. Data bencana dan kejadian 

bencana pandemi  ini tidak pernah tercatat dalam sejarah kejadian bencana 

sebelumnya di Indonesia maupun di Lhokseumawe. Kejadian bencana yang 

pernah terjadi menimbulkan dampak baik korban jiwa, kerugian ekonomi dan 

fisik serta kerusakan lingkungan yang tidak sedikit, yang pernah terjadi di 

Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 2.17.  

Selanjutnya dalam tabel di bawah ini memaparkan wilayah Kota 

Lhokseumawe telah mengalami 68 kejadian bencana dalam kurun waktu 

2014 -2023. Setiap bencana memberikan dampak berupa korban jiwa, 

kerugian dan kerusakan.  Bencana Banjir berkontribusi besar pada korban 

menderita. Di sisi lain, bencana kebakaran hutan dan lahan tidak sampai 

menimbulkan korban jiwa. Berikut Rinciannya:  
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Tabel 2.18  Rekapitulasi Bencana Kota Lhokseumawe dalam kurun wakt u 10 tahun terakhir (2014 -2023)  

Jenis  
Bencana  

Jumlah 
Kejadian  

Korban  Kerusakan  

Meninggal  Hilang  Terluka  Menderita  Mengungsi  Rumah  Pendidikan  Kesehatan  Peribadatan  Perkantoran  Jembatan  

Banjir  16  0 0 0 0 547  192  0 0 0 0 0 

Cuaca Ekstrim  10  0 0 0 0 10  23  0 0 0 0 0 

Gelombang Pasang 

dan Abrasi  
3 0 0 0 0 0 28  0 0 0 0 0 

Gempa Bumi  0 0 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0 

Kebakaran Hutan 

dan Lahan  
34  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kekeringan  0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

Tanah Longsor  5 0 0 0 0 -1 5 0 0 0 0 0 

Tsunami  0 0 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0 

Sumber: Hasil analisis data Pusdatin BPBA 2014 -2023  

Tabel 2.19  Sejarah Kejadian Gempa Bumi waktu 200 tahun terakhir (1821 -2023)  

No Magnitudo  
Tanggal 
kejadian  

Jumlah Korban  
Kerusakan  

Meninggal (jiwa)  Luka -Luka (jiwa)  

1 7.3  24 Agustus 1936  9 20  - Bangunan Rusak  

2 5.2  2 April 1964    
- 30 s.d 40 % yang terbuat dari batu bata rusak  kerusakan terparah di 

Krueng Raya  

3 6.1  12  pril 1967    
- Di Jeunieb. Pendada. dan Jeumpa Bireun :  5 masjid dan 59 rumah 

batu bata dan kayu, 11 bangunan sekolah, 5 jembatan, 2000 rumah 
tinggal baik dari batu bata atau kayu  

4 6.1  21 Juni 1976    
- Dinding gedung kantor pemda retak  
- Dinding pembangkit listrik di bandara Pinangsore Tidak Tsunami 

retak  

5 6.6  04  pril 1983    
- tembok sekolah roboh dan kaca jendela pecah  di beberapa bangunan 

pemerintahan seperti stasiun TV, 1 ruang kuliah, gedung telkom 
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No Magnitudo  
Tanggal 
kejadian  

Jumlah Korban  
Kerusakan  

Meninggal (jiwa)  Luka -Luka (jiwa)  

rusak, dan 1 bangunan miring di Meulaboh  

6 6.0  20 Agustus 1997    - beberapa ratus rumah hancur di Aceh  

7 9.0  

26 Desember 
2004  

(Tsunami di 
Lhokseumawe)  

  - Total di 10 negara di selatan Asia dan Timur Afrika  

8  
19 November 

2005  
   

9 8.6  
28 Maret 2005  

Sumatera Utara  

1 orang 
meninggal 

karena panik  
 - Gempa terasa sampai ke Lhokseumawe  

10  7.3  20 Feb 2008    - Lhokseumawe ikut berdampak guncangan gempa  

11  8.4  11 April 2012    -  
12  6.1  2 Juli 2013    - tidak ada info dampak untuk Kota Lhokseumawe  

13  6.4  
7 Desember 

2016  
  - Tidak ada info dampak ke Lhokseumawe  
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2.4.2  Analisis K ecenderungan Bencana  

Dalam dokumen RPB ini analisis  kecenderungan dasarkan pada 

sejarah kejadian dan dampak dari bencana. Analisis  kecenderungan 

dilakukan dengan  membandingkan  jumlah  kejadian  dan dampak  bencana  

pada  10 tahun terakhir tahun 2014 - 2023. Kecenderungan dari ancaman 

Gambar Grafik 2.21 di bawah.  

 

Gambar 2.18  Grafik Kecenderungan Bencana Kota Lhokseumawe 2014 -2023 
Sumber : Hasil Analisis tahun 2024  

Sumber data untuk analisis kecenderungan  dengan menganalisis data 

Pusdatin BPBA sehingga diperoleh trend data sebagai berikut. Terdapat 2 jenis 

bencana yang mengalami tren peningkatan yaitu bencana Karhutla dan 

Banjir, Sedangkan bencana cuaca ekstrim , Gelombang pasang dan abrasi dan 

tanah Longsor tidak mengalami peningkatan dalam jumlah yang begitu 

signifikan. Sedangkan bencana kekeringan, gempa bumi dan tsunami tidak 

menunjukkan aktivitas. Trend kecenderungan bencana di Kota Lhokseumawe 

umumnya didominasi oleh bencana hidrometeorologi dan klimatologi seperti 

banjir, gelombang pasang dan abrasi dan cuaca ekstrim , kekeringan, 

kebakaran hutan dan lahan. Selain itu terdapat bencana geologi yaitu gempa 

bumi dan tsunami.   

Berdasarkan katalog BMKG 1821 -2023 ditemukan terdapat 13 kali 

terjadi gempa yang berdampak dan dirasakan di kota Lhokseumawe. 

meskipun tidak dalam efek yang signifikan tetapi patut diwaspadai. Bencana 

tsunami yang langsung melanda Kota Lhokseumawe yaitu pada tahun 2004. 

Meskipun pada gempa -gempa sebelum nya ada tsunami kecil, namun tidak 

sampai berimbas ke kota Lhokseumawe.  
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Gambar 2.19 Grafik Kecenderungan Bencana Geologi Kota Lhokseumawe 

1821 -2023  

Sumber : Katalog BMKG 1821 -2023  

Tabel 2.20  Analisis Kecenderungan FGD  

Jenis 
Bencana  

Tingkat 
Risiko 
(KRB 
Aceh)  

Tingkat 
Kecenderungan  

Argumentasi Tingkat 
Kecenderungan  

Banjir  Tinggi  Meningkat  
Intensitas kejadian meningkat dan 
berulang dampak besar dan luas  

Cuaca 
ekstrim  

Tinggi  Meningkat  
Intensitas kejadian meningkat dan 
berulang dampak besar dan luas  

Gelombang 
pasang 
dan abrasi  

Sedang  Meningkat  
Intensitas kejadian meningkat dan 
berulang dampak besar dan luas  

Karhutla  Rendah  Meningkat  
Intensitas kejadian meningkat 
namun dampak sedang  

Gempa 
Bumi  

Sedang  Meningkat  
Kemungkinan terjadi berdampak 
luas  

Tsunami  Sedang  
Tetap (Namun 
di usulkan jadi 

prioritas)  

Kemungkinan terjadi berdampak 
luas  

Tanah 
Longsor  

Sedang  Meningkat  
Intensitas kejadian tetap   namun 
dampak lokal  

Kekeringan  Sedang  tetap  Intensitas kejadian tetap  

Kegagalan 
Teknologi  

Rendah  tetap  
Intensitas kejadian tetap   namun 
dampak lokal  

Covid -19 Rendah  Menurun  
Kemungkinan terjadi berdampak 
luas  

Liquifaksi  Sedang  
Tetap 

(Diusulkan jadi 
prioritas)  

Kemungkinan terjadi berdampak 
luas  

Sumber : Hasil Analisis tahun 202 4 

Dari Hasil Analisis KRB Aceh Sub bagian Kota Lhokseumawe, terdapat 

dua jenis bencana yang berisiko tinggi yaitu Banjir dan Cuaca Ekstrim. Dari 

hasil analisis Pusdatin BPBA, analisis  kecenderungan bencana  dan FGD  

dengan tim Substantif Penyusunan RPB Kota Lhokseumawe Terkait dengan 
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bencana prioritas maka terdapat 5 jenis bencana yang perlu menjadi fokus 

prioritas Pemerintah Kota Lhokseumawe. Yaitu :  

1.  Banjir  

2.  Cuaca Ekstrim  

3.  Gelombang Pasang dan Abrasi  

4.  Tanah Longsor  

5.  Gempa Bumi, Tsunami, & Likuifaksi  

Ancaman  
Tingkat Risiko  

Rendah  Sedang  Tinggi  

Kecenderungan  

Meningkat  Karhutla  

Gelombang 
Pasang/Abrasi, 

Tanah 
Longsor , 

Kekeringan  

Banjir , 
Cuaca 

Ekstrim  

Tetap   
Kegagalan 
Teknologi  
Likuifaksi  

Gempa 
Bumi,   

Tsunami  

Menurun  Covid -19   

     
 Prioritas     
 Bukan Prioritas    
 Bukan Prioritas    

Gambar 2.20  Matrik s Bencana Prioritas Awal Kota Lhokseumawe  
Sumber : Hasil Analisis 2024  

2.5  Masalah Pokok  

Dalam perumusan isu strategis pada penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025 -2029, dilakukan 

dengan identifikasi masalah pokok melalui analisis tiga aspek yaitu masalah 

pokok yang dianalisis berdasarkan faktor keterpaparan dan kerentanan 

bencana, berdasarkan analisis Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan berda sarkan 

aspek politis daerah.  

Masalah pokok merujuk pada masalah -masalah mendasar yang menjadi 

akar permasalahan terkait pembangunan dan pengelolaan risiko bencana. 

Dalam analisis risiko bencana, masalah pokok ini terkait dengan faktor -faktor 

yang menyebabkan keberadaan bahaya atau pemicu peristiwa bencana, serta 

faktor -faktor kerentanan yang meningkatkan risiko bencana. Ini berarti faktor -

faktor yang menyebabkan dampak yang tinggi atau langsung dari bencana, 

seperti penderitaan, korban jiwa, gangguan terhadap penghidupan dan 

kehidupan, serta kerusakan dan kehilangan dalam berbagai aspek sosial -

budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan hidup.  

Akar masalah, atau disebut juga masalah pokok dapat berasal dari 

faktor -faktor birokrasi, politik, sosial -budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan 
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hidup. Dalam analisis lebih lanjut, beberapa masalah pokok mungkin timbul 

sebagai akibat dari masalah yang lebih mendasar, yang disebut sebagai akar 

masalah, dan terkait dengan keberadaan beberapa atau banyak sumber bahaya 

atau pemicu peristiwa bencana. Masalah pokok ini diuraikan berdasarkan jenis 

risiko bencana, dengan pendekatan yang bersifat teknokratis dan administratif 

yang didasarkan pada informasi dari analisis bahaya dan kerentanan.  

2.5.1  Masalah Pokok Berdasarkan Faktor Keterpaparan dan Kerentanan 

Bencana  

a. Banjir  

Banjir merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kota 

Lhokseumawe. Masalah utama penyebab banjir di Kota Lhokseumawe 

meliputi beberapa hal. Pertama, penumpukan sedimen harian yang terus 

bertambah disebabkan oleh sampah tambak dan galian C. Hal ini 

mengakibatkan saluran -saluran tersumbat karena terisi oleh sedimen. Selain 

itu, banyaknya sampah yang dibuang sembarangan terutama di selokan juga 

menjadi penyebab utama banjir. Kedua, turunnya permukaan tanah juga 

menjadi faktor yang menyebabkan banjir di Kota Lhokseumawe. Kedangkalan 

sungai atau Krueng Cunda juga menjadi masalah serius, karena 

menyebabkan air tidak bisa mengalir dengan lancar. Selain itu, dimensi 

sungai yang menyempit juga memperparah situasi, karena aliran air menjadi 

terhambat. Ketiga, pembangunan saluran dan selokan yang lebih tinggi dari 

badan jalan serta pembangunan badan jalan yang lebih tinggi dari lingkungan 

perumahan juga menjadi salah satu sebab terjadinya banjir. Hal ini dapat 

menyebabkan air tidak bisa mengalir dengan baik ke saluran -saluran yang 

ada.  

Faktor lain yang turut memperparah banjir di Kota Lhokseumawe 

adalah curah hujan tinggi, waduk penampungan yang tidak berfungsi dengan 

semestinya, dan pembangunan permukiman di daerah DAS yang dapat 

mengganggu aliran air secara alami.  

b.  Cuaca Ekstrim  

Bencana cuaca ekstrim  disebabkan oleh anomali cuaca, kurangnya 

pohon, banyaknya penebangan pohon, rumah kaca, dan banyaknya emisi gas 

buang dari kendaraan, pabrik, dan lainnya merupakan masalah yang 

signifikan di Kota Lhokseumawe. Anomali cuaca, seperti perubahan pola 

hujan yang ekstrim , dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan 

kerusakan lingkungan lainnya. Kurangnya pohon dan penebangan liar juga 

mengurangi kemampuan alam dalam menyerap air dan mengurangi 

intensitas cuaca ekstrem.  
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Fenomena rumah kaca dapat menyebabkan peningkatan suhu yang 

ekstrim  di beberapa area kota, yang dapat memicu cuaca panas yang 

berlebihan. Selain itu, emisi gas buang dari kendaraan, pabrik, dan industri 

lainnya juga berkontribusi terhadap perubahan iklim yang dapat 

memperparah cuaca ekstrem.  

c. Gelombang Ekstrim  dan Abrasi  

Masalah pokok yang menyebabkan bencana gelombang ekstrim  dan 

abrasi di Kota Lhokseumawe meliputi beberapa faktor. Pertama, pembuangan 

sampah ke laut merupakan permasalahan serius yang mengganggu ekosistem 

laut dan mempengaruhi pola arus laut. Sampah -sampah ini dapat 

menyebabkan penyumbatan aliran air dan meningkatkan risiko gelombang 

ekstrim  dan abrasi di pantai. Kedua, fenomena pasang purnama juga 

berkontribusi terhadap terjadinya gelombang ekstrim  di wilayah pesisir. 

Pasang purnama meningkatkan tinggi permukaan air laut, yang dapat 

menyebabkan abrasi pantai yang lebih parah.  

Selain itu, pengikisan bibir pantai juga merupakan masalah utama 

yang dapat memicu abrasi. Pengikisan ini bisa dipicu oleh gelombang yang 

tinggi dan kuat, yang diperparah oleh kurangnya tanaman pencegah atau 

penahan abrasi di sekitar pantai. Terakhir, pembangunan liar di pinggir 

pantai juga memperburuk masalah abrasi. Pembangunan ini dapat 

mengganggu aliran air dan pola sedimentasi alami, yang meningkatkan risiko 

abrasi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penanganan masalah ini 

memerlukan langkah -langkah yang komprehensif dan berkelanjutan untuk 

melindungi pantai dan lingkungan pesisir dari kerusakan yang lebih lanjut.  

d.  Longsor  

Masalah pokok yang menyebabkan bencana longsor di Kota 

Lhokseumawe meliputi beberapa faktor. Pertama, praktik galian C yang tidak 

sesuai aturan menjadi penyebab utama longsor. Galian C yang dilakukan 

tanpa memperhatikan ketentuan dapat melemahkan struktur tanah dan 

menyebabkan longsor. Kedua, penebangan pohon sembarangan juga 

berkontribusi terhadap terjadinya longsor. Pohon -pohon yang menjadi 

penahan tanah dapat mengurangi risiko longsor, namun jika ditebang tanpa 

perencanaan yang baik, maka stabilitas tanah dapat terganggu.  

Selain itu, pembukaan lahan baru tanpa perencanaan yang matang 

juga dapat meningkatkan risiko longsor. Pembukaan lahan baru cenderung 

mengubah tata guna lahan yang dapat mempengaruhi stabilitas tanah. Faktor 

cuaca juga berperan penting dalam terjadinya longsor, terutama curah hujan 

tinggi. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh air, 

yang pada gilirannya dapat memicu longsor. Terakhir, banyaknya alih fungsi 



Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe 56 
 

lahan yang tidak sesuai aturan juga menjadi faktor penyebab longsor. Alih 

fungsi lahan yang tidak memperhatikan karakteristik tanah dan topografi 

dapat meningkatkan risiko longsor di wilayah tersebut.  

e. Kekeringan  

Penyebab bencana kekeringan di Kota Lhokseumawe meliputi beberapa 

faktor. Pertama, musim kemarau panjang menjadi penyebab utama 

kekeringan. Kurangnya curah hujan dalam jangka waktu yang lama dapat 

menyebabkan penurunan ketersediaan air secara signifikan. Kedua, 

kurangnya air tanah dikarenakan banyaknya pemakaian sumur bor juga 

menjadi faktor yang memperburuk kekeringan. Penggunaan sumur bor yang 

berlebihan dapat menguras sumber air tanah dan menyebabkan penurunan 

permukaan air tanah.  

Selain itu, anomali cuaca seperti El Niño juga dapat berkontribusi 

terhadap terjadinya kekeringan. Perubahan pola cuaca yang tidak normal 

dapat mengakibatkan penurunan curah hujan dan peningkatan suhu udara, 

yang berdampak pada kekeringan. Kurangnya embung sebagai sarana 

penyimpanan air juga memperburuk kondisi kekeringan. Embung yang 

berfungsi untuk menampung air hujan dalam jumlah besar dapat membantu 

menjaga ketersediaan air selama musim kemarau.  

f.  Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi  

Kota Lhokseumawe, dengan posisinya yang berdekatan dengan sesar 

Sumatera dan sesar lokal yang masih dalam penelitian, rentan terhadap 

gempa bumi. Saat terjadi gempa, terutama di daerah seperti Banda Sakti, 

kondisi tanah yang tidak solid dapat menyebabkan likuifaksi, di mana tanah 

berubah menjadi cairan akibat getaran gempa. Selain itu, karena dikelilingi 

oleh lautan, Kota Lhokseumawe juga berpotensi terkena dampak tsunami jika 

terjadi gempa bumi di dasar laut.  

Faktor lain yang meningkatkan risiko adalah pembangunan yang 

kurang memperhatikan mitigasi bencana gempa bumi, tsunami, dan 

likuifaksi. Pembangunan yang tidak memperhatikan mitigasi dapat 

meningkatkan risiko terjadinya bencana.  

Tabel 2. 21  Identifikasi akar masalah berdasarkan faktor keterpaparan dan 
kerentanan bencana.  

No.  Hazard  Masalah  

1 Banjir  - Saluran y ang tersumbat, karena sedimen  
- Banyaknya sampah yang dibuang sembarangan 

terutama di selokan  
- Turunnya permukaan tanah  

- Kedangkalan krueng/Sungai cunda  
- Dimensi sungai yang menyempit  
- Pembangunan saluran dan selokan lebih tinggi dari 
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No.  Hazard  Masalah  

badan jalan  
- Pembangunan badan jalan yang lebih tinggi dari 

lingkungan perumahan  
- Curah hujan tinggi  

- Waduk penampungan yang tidak berfungsi dengan 
semestinya  

- Pembangunan permukiman di daerah DAS  

2 Gelombang 
dan Abrasi  

- Pembuangan sampah ke laut  
- Pasang purnama  

- Pengikisan bibir Pantai  
- Pembangunan liar di pinggir Pantai  

- Kurangnya tanaman pencegah/penahan abrasi  

3 Cuaca 

Ekstrim  
- Anomali cuaca  

- Kurangnya pohon dan banyaknya penebangan pohon  
- Rumah kaca  

- Banyak emisi gas buang kendaraan, pabrik, dll  

4 Longsor  - Galian C yang tidak sesuai aturan  
- Penebangan pohon sembarangan  

- Pembukaan lahan baru  
- Cuaca yaitu curah hujan tinggi  

- Banyaknya alih fungsi lahan yang tidak sesuai 
aturan  

5 Kekeringan  - Musim kemarau Panjang  

- Kurangnya air tanah dikarenakan banyaknya 
pemakaian sumur bor  

- Anomali cuaca (elnino)  
- Kurangnya embung  

6 Gempa 
Bumi, 
tsunami, 
dan 
likuifaksi  

- Gempa bumi : adanya sesar Sumatera dan sesar 
Lhokseumawe  (masih diteliti)  

- Tsunami : dikelilingi lautan  

- Likuifaksi : bukan tanah solid (khusus banda sakti), 
struktur dan kondisi tanah yang tidak kuat  

  Sumber: Hasil Analisis tenaga ahli 2024  

2.5.2  Masalah Pokok Berdasarkan  Indeks Ketahanan Daerah  

Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur 

kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan 

kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu 

indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen 

penyusun IRBI. Oleh karenanya, dengan Indeks Ketahanan Daerah yang 

mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi 

naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu.  

Dari IKD, maka setiap kabupaten/kota mampu mengetahui apa saja 

upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan 

untuk menurunkan risiko. Tahun 2022 Kota Lhokseumawe memiliki Indeks 

Ketahanan Daerah sebesar 0.49. Angka ini meningkat 0.16 dari tahun 2021 

Indeks Ketahanan Daerah Kota Lhokseumawe sebesar 0.33. Indeks Ketahanan 
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Daerah Kota Lhokseumawe merupakan tertinggi kedua di Aceh setelah Kota 

Banda Aceh yang memiliki Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0.58.  

 

Gambar 2.19  Diagram analisis IKD Kota Lhokseumawe  
Sumber: Hasil analisis tahun 2022  

Berdasarkan Indeks Ketahanan Daerah, beberapa rekomendasi yang 

harus dipenuhi yaitu:  

1.  Pentingnya melakukan peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi 

bencana, nilai IKD paling rendah, yaitu 0.20.  

Beberapa akar masalah yang dapat dijabarkan sebagai berikut:  

- Belum adanya peraturan daerah yang kuat terkait pencegahan 

Karhutla dan upaya budidaya serta konservasi lahan gambut un tuk 

pengurangan bahaya Karhutla;  

- Belum adanya sistem pengelolaan pencegahan bencana banjir dan 

longsor melalui upaya restorasi sungai, pemanfaata n biopori dan 

penguatan lereng;  

- Belum adanya syarat tegas terkait penerapan bangunan taha n gempa 

bumi pada pemberian IMB;  dan  

- Belum adanya upaya pencegahan tsunami dengan infrastruktur 

seperti bangunan pemecah ombak dan budidaya mangrove yang 

berkelanjutan.  

Kesimpulannya adalah belum adanya upaya terstruktur dalam mitigasi 

berbagai jenis bencana yang ada di Kota Lhokseumawe.  

2.  Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik; dengan nilai 0.38.  

Beberapa masalah pokok:  

- Masih minimnya sertifikasi dan pelatihan Penanggulangan Bencana 

untuk aparatur, masyarakat dan komponen pentahelic 

penanggulangan bencana; dan  
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- Minimnya kajian, pemenuhan kebutuhan logistik, belum optimalnya 

supply chain dan mekanisme sistem logistik dan peralatan 

terintegrasi.  

Oleh karena itu , perlu membangun kemandirian informasi Kota 

Lhokseumawe untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana bagi 

masyarakat, penguatan kebijakan dan mekanisme komunikasi bencana 

lin tas lembaga, sertifikasi personi l penanggulangan bencana  untuk 

penggunaan peralatan penanggulangan bencana  dan penyelenggaraan 

latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut.  

3.  Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dengan nilai IKD 0.38.  

Beberapa permasalahan :  

- Lemahnya perencanaan pemulihan pelayanan dasar pemerintah 

pascabencana, perencanaan pemulihan infrastruktur penting 

pascabencana, perencanaan perbaikan rumah penduduk 

pascabencana, penguatan kebijakan dan mekanisme pemulihan 

penghidupan masyarakat pascabencana.  

4.  Perkuatan Kebijakan dan Kele mbagaan dengan nilai IKD 0,50.  

Permasalahannya adalah :  

- Mendorong adanya penyusunan dan penerapan aturan/regulasi 

daerah terkait penyeleng garaan penanggulangan bencana;  

- Penyusunan peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan ; 

- Optimalisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Lhokseumawe d an pentahelix pendukung lainnya;  dan  

- Penguatan fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif dal am 

upaya PRB.  

5.  Penanganan Tematik Kawasan Rawan  Bencana dengan nilai IKD 0.54.  

Permasalahannya adalah:  

- Belum optimalnya mekanism e informasi penataan ruang Kota 

Lhokseumawe yang mudah di akses Publik ;  

- Perlunya peningkatan kapasitas dasar Rumah Sakit dan Puskesmas 

Aman Bencana ; dan  

- Pentingnya penguatan dan dukungan terhadap p embangunan Desa 

Tangguh Bencana.  

6.  Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dengan nilai 

IKD 0.54.  

Beberapa permasalahan yang ditemui :  

- Belum optimalnya penguatan kesiapsiagaan kabupaten/kota melalui 

perencanaan kontijensi, penguatan sistem peringatan dini 

kabupaten/kota dalam menghadapi bencana;  

- Lemahnya penguatan kapasitas dan sarana prasarana evakuasi 

masyarakat; dan  
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- Belum optimalnya penguatan mekanisme penghentian status darurat 

bencana.  

7.  Pengkajian Risiko Bencana dan Perencanaan Terpadu dengan nilai IKD 

0.80 dimana sudah mengalami peningkatan kapasitas yang signifikan, 

namun ada beber apa hal yang perlu diperhatikan, sehingga p erlu segera 

menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe 

Tahun 2025 -2029 sebagai peraturan kebijakan yang legal . 

2.5.3  Masalah Pokok karena Aspek Politis Daerah (Sinkronisasi dengan RPA 

dan Visi Misi Kepala Daerah)  

Dari segi politis daerah, terdapat beberapa masalah yang menjadi 

pokok dalam penanggulang an bencana di Kota Lhokseumawe. Pertama, 

lemahnya tata kelola pemerintah dalam mengarusutamakan aspek -aspek 

penanggulangan bencana. Hal ini mencakup kurangnya koordinasi antar 

instansi terkait serta minimnya perencanaan yang terintegrasi dalam 

penanggulangan bencana.   

Kedua, tumpang tindihnya pengelolaan penyebab banjir dengan 

kabupaten tetangga juga menjadi masalah. Kurangnya kerja  sama antar 

wilayah dalam mengatasi masalah banjir dapat menghambat efektivitas upaya 

penanggulangan bencana. Diperlukan kerja  sama yang lebih erat 

antarwilayah untuk mengatasi m asalah ini secara bersama -sama.  

Berdasarkan akar masalah keterpaparan dan kerentanan  bencana, 

Hasil analisis IKD dan juga visi misi kepala daerah terhadap R PA maka ditarik 

9 masalah pokok:  

1.  Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan renc ana tata ruang kota 

Lhokseumawe;  

2.  Belum sinergisnya pelaksanaan pembangunan berbasis kelestarian 

lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan ; 

3.  Minimnya sarana mitigasi bencana sehingga menimbulkan kerentanan 

bencana ; 

4.  Belum efektifnya kegiatan pence gahan, mitigasi, kesiapsiagaan;  

5.  Lemahnya penanganan darurat dan pemulihan pascabencana ; 

6.  Belum optimalnya sistem informasi, diklat dan logistik kebencanaan ; 

7.  Lemahnya tata kelola pe merintah dalam mengarusutamakan aspek 

penanggulangan bencana ; 

8.  Minimnya perencanaan terintegrasi dalam penanggulangan bencana dan 

pembangunan berkelanjutan ; dan  

9.  Kurangnya koordinasi antar instansi terkait Penanggulangan bencana.  
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2.6  Rumusan Isu Strategis  

Isu strategis dirumuskan pada saat diskusi FGD penyusunan 

penanggulangan bencana Lhokseumawe yang dilaksanakan pada Senin 5 

Februari 2024 yang dihadiri seluruh SKPK dan perwakilan masyarakat Kota 

Lhokseumawe. Proses untuk mendapatkan isu strategis dilakukan dengan 

mengidentifikasi akar masalah bencana secara spesifik yaitu tingkat 

keterpaparan/kerentanan, kajian kapasitas penanggulangan bencana, serta 

kesenjangan rencana pembangunan daerah, sehingga dari 9 masalah pokok 

didapatkan 5 rumusan isu strategis prioritas yaitu:  

1.  Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan renc ana tata ruang Kota 

Lhokseumawe;  

2.  Belum efektifnya kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan 

darurat dan pemulihan pascabencana ; 

3.  Lemahnya tata kelola pemerintah dalam mengarusutamakan aspek  

penanggulangan bencana ; 

4.  Belum optimalnya sistem informasi, diklat dan logistik kebencanaan ; dan  

5.  Belum sinergisnya pelaksanaan pembangunan berbasis kelestarian 

lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan . 

Dari isu strategis di atas kemudian dilakukan pembobotan untuk 

menentukan isu strategis prioritas, dengan ketentuan:  

1.  Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi 

terhadap daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase PDRB yang 

terpengaruh apabila isu strategi s tersebut tidak terselesaikan;  

2.  Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau 

memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain, yaitu ada 

berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila 

permasalah an tersebut tidak terselesaikan;  

3.  Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi, 

yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari pe nanganan masalah 

secara tuntas;  

4.  Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan 

atau hilangnya rasa aman masyarakat. Berapa persen masyarakat yang 

terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masal ah tersebut 

tidak terselesaikan; dan  

5.  Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya 

terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah 

ada masalah -masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup 

dan/atau menjadi bahaya bencana.  

Dari hasil pembobotan di dapat Isu Strategis RPB Kota Lhokseumawe 

2025 -2029:  
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1.  Lemahnya tata kelola pemerintah dalam mengarusutamakan aspek 

penanggulangan bencana;  

2.  Belum efektifnya kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan 

darurat dan pemulihan pascabencana;  

3.  Belum optimalnya sistem informasi, diklat dan logistik kebencanaan; dan  

4.  Belum sinergisnya pelaksanaan pembangunan berbasis kelestarian 

lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan.  

Tabel 2.22  Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis  

No.  Masalah Pokok  

Pembobotan 
Berdasarkan Kriteria 

Strategis  
Total 
Skor  

A B C D E 

1 
Alih fungsi lahan yang tidak 
sesuai dengan renc ana tata 
ruang kota Lhokseumawe  

3 3 3 3 3 15  

2 

Belum efektifnya kegiatan 
pencegahan, mitigasi, 
kesiapsiagaan, penanganan 
darurat, dan pemulihan 
pascabencana  

5 5 3 4 4 21  

3 
Lemahnya tata kelola pemerint ah 
dalam mengarusutamakan aspek 
penanggulangan bencana  

5 5 4 5 4 23  

4 
Belum optimalnya sistem 
informasi, diklat dan logistik 
kebencanaan  

4 4 4 3 4 19  

5 

Belum sinergisnya pelaksanaan 
pembangunan berbasis 
kelestarian lingkungan/ekologis 
untuk pembangunan 
berkelanjutan  

5 4 3 3 3 18  

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2024  

Isu strategis prioritas yang telah ditetapkan selanjutnya dilakukan 

Perumusan Rencana Aksi Daerah -nya sehingga kegiatan -kegiatan yang 

direncanakan dapat dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang sehingga 

dapat menjawab isu strategis yang ada di Kota Lhokseumawe.  
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BAB III  

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA  

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk memastikan 

bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, 

dan menyeluruh guna melindungi masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak 

bencana. Guna menjalankan penanggulangan bencana secara efektif, diperlukan 

pedoman yang jelas dalam mengidentifikasi isu -isu strategis, arah kebijakan, serta 

strategi umum dan khusus. Salah satu langkah penting adalah mengintegrasikan 

kebijakan penanggulangan bencana ke dalam Dokumen Rencana Penanggulangan 

Bencana (RPB). Berdasarkan PP 21 tahun 2008, penyelenggaraan penanggulangan 

bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, 

tanggap darurat, dan rehabilitasi.  

Secara garis besar, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota 

Lhokseumawe disusun berdasarkan analisis Kebijakan dan Strategi Kota 

Lhokseumawe yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Aceh (RPJMA) Provinsi Aceh, dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe. Ketiga rencana 

ini bertujuan untuk mencapai target nasional dalam mengurangi risiko bencana di 

pusat -pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi terhadap bencana di Kota 

Lhokseumawe.  

3.1  Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional  

Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana termaktub dalam 

Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik 

Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua warga Indonesia 

serta semua keturunan Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap 

kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap bencana, untuk 

menciptakan "Bangsa yang Tangguh Menghadapi Bencana". Bangsa yang 

tangguh dalam menghadapi bencana adalah bangsa yang memiliki kemampuan 

untuk mengatasi bencana dengan cara yang lebih baik melalui adaptasi dalam 

membangun kembali kehidupan.  

Kebijakan penanggulangan bencana diatur oleh Undang -Undang No. 24 

tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 

tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan penanggulangan Bencana, serta regulasi -

regulasi pemerintah dan keputusan presiden yang berasal dari UU No. 21 tahun 

2007 mengenai penanggulangan bencana.  

3.1.1  Rencana Induk Penanggulangan Bencana ( RIPB) 2020 -2044  

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) merupakan pedoman 

nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berlaku 
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selama 25 tahun dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Tentara 

Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peme rintah 

Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana.  

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB)  untuk periode 2020 -

2044 dibuat berdasarkan periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode 

RPJPN kedua tahun 2025 -2045. Selain itu, RPB 2020 -2044 juga merujuk 

pada Persetujuan Paris dalam Kerangka Konvensi Kerangka penanggulangan 

bencana untuk Perubahan Iklim, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals/SDGs) 2015 -2030, dan Kerangka Sendai 

untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR) 2015 -2030. RPB ini memiliki 

tujuan utama meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

dan Masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko 

bencana dalam jangka panjang.  

Visi R IPB 2020 -2044 adalah òMewujudkan Indonesia Tangguh Bencana 

untuk Pembangunan Berkelanjutanó. Tangguh bencana bermakna bahwa 

Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri 

dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan 

efisien. Sedangkan, misi dari RPB 2020 -2044 adalah :  

1.  Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan;  

2.  Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan 

inklusif; dan  

3.  Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana 

yang prima.  

Terdapat 5 kebijakan serta turunan strategi pada R IPB 2020 -2044, 

diantaranya dijelaskan di dalam tabel 3.1 berikut:  

Tabel 3.1 Kebijakan dan Strategi R IPB 2020 -2044  

Kebijakan  Strategi  

Penguatan peraturan 
perundang undangan 
penanggulangan 
bencana yang efektif 

dan efisien  

a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan 
perundang - undangan dan implementasi 
dalam penanggulangan bencana yang adaptif 
dan berkelanjutan.  

b.  Meningkatkan kualitas norma, standar, 
prosedur, dan kriteria Penanggulangan 
Bencana.  

Peningkatan sinergi 
antar kementerian/  
lembaga dan pemangku 
kepentingan dalam 
penanggulangan 
bencana  

a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama 
antar kementerian/lembaga, pemerintah 
daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, akademisi, 
lembaga usaha, masyarakat, media, dan 
pemangku kepentingan lainnya dalam 
penanggulangan bencana . 

b.  Mewujudkan dan meningkatkan sistem 
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Kebijakan  Strategi  

peringatan dini, data, dan layanan informasi 
kebencanaan yang terpadu dan 
berkesinambungan berdasarkan prinsip -
prinsip kebijakan satu peta dan satu data.  

Penguatan investasi 
pengelolaan risiko 
bencana dengan 
proyeksi risiko dengan 
memperhatikan tata 
ruang dan penataan 
kawasan.  

a. Melaksanakan dan mengembangkan program 
kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana 
dengan memperhatikan tata ruang dan 
penataan kawasan.  

b.  Meningkatkan investasi dan pemanfaatan 
berbagai skema pendanaan inovatif termasuk 
transfer risiko untuk penanggulangan 
bencana.  

c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu 
untuk penanggulangan bencana.  

Penguatan tata kelola 
penanggulangan 
bencana yang semakin 
profesional, transparan 
dan akuntabel.  

a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme 
para penyelenggara dan pelaku 
penanggulangan bencana . 

b.  Mengoptimalkan pelaksanaan standar 
pelayanan minimal Penanggulangan Bencana.  

c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan 
komunikasi, kualitas sistem perencanaan, 
serta pemantauan dan evaluasi dalam 
penanggulangan bencana .  

d.  Mendorong pelibatan pemangku kepentingan 
dalam tata kelola penanggulangan bencana 
untuk meningkatkan akuntabilitas.  

e. Mewujudkan kabupaten/kota, masyarakat 
tangguh bencana. desa/kelurahan, dan  

f.  Mewujudkan sarana dan prasarana yang 
tangguh terhadap bencana.  

g. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan 
pengelolaan pengetahuan penanggulangan 
bencana  kepada masyarakat dan pemangku 
kepentingan.  

Peningkatan kapasitas 
dan kapabilitas 
penanganan 
kedaruratan bencana 
yang cepat dan andal  

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber 
daya manusia dalam penanganan darurat 
bencana.  

b.  Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik 
dan peralatan penanganan darurat bencana.  

c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan 
masyarakat dalam penanganan darurat 
bencana.  

d.  Menguatkan kualitas kelembagaan dan 
penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

e. Mempercepat pemulihan sarana dan 
prasarana vital.  

Percepatan pemulihan 
pascabencana pada 
daerah dan masyarakat 
terdampak bencana 
untuk membangun 
kehidupan yang lebih 
baik.  

a. Mengoptimalkan perencanaan rehab rekon  
pascabencana berdasarkan tata ruang yang 
peka risiko bencana.  

b.  Meningkatkan kualitas penghidupan 
masyarakat terdampak bencana yang lebih 
baik.  

c. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan 
permukiman berketahanan bencana.  

d.  Meningkatkan kualitas pemulihan sosial 
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Kebijakan  Strategi  

ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan 
hidup.  

Sumber: R IPB 2020 -2044  

3.1.2  Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2025 -2045  

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2025 -2045 didasarkan pada visi abadi Indonesia yang 

tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni Merdeka, Bersatu, Berdaulat, 

Adil, dan Makmur. Visi ini diuraikan lebih lanjut menjadi Visi Indonesia Emas 

2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatrend global, perubahan 

iklim, daya dukung dan daya tampung, serta hasil -hasil pembangunan 

sebelumnya. Visi Indonesia Emas 2045 dituangkan ke dalam delapan misi 

pembangunan, salah satunya terkait dengan kebencanaan yang terdapat pada 

misi ke -5, yaitu "Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi." Misi 

ini memiliki arah (tujuan) pembangunan ke -7, yaitu "Resiliensi terhadap 

Bencana dan Perubahan Iklim." Ketahanan sosial dan ekologi ini menjadi 

bagian dari pondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045.  

Dalam tujuan pembangunan ke -7, penanggulangan bencana 

didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana yang bersifat kepulauan. 

Perbedaan karakteristik dan kondisi bencana di tiap pulau harus 

dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan, 

baik di tingkat pusat maupun daerah. Arah kebijakan RPJPN 2025 -2045 

meliputi:  

1.  Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan di seluruh wilayah 

pulau untuk menyusun profil risiko dan program mitigasi bencana.  

2.  Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam 

menyusun rencana tata ruang wilayah dalam semua tingkatan.  

3.  Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui 

konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim 

dalam pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif klaster 

logistik penanggulangan bencana dan kemitraan sektor publik dan 

swasta.  

4.  Pembangunan grey infrastructure (sea wall, breakwater, spillway dll) dan 

nature -based solution  (pembangunan green belt) untuk wilayah pesisir 

rentan tsunami dan kenaikan muka air laut.  

5.  Sistem peringatan dini multi -ancaman bencana terpadu dan inklusif 

melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi.  

6.  Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, 

keluarga dan komunitas.  
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7.  Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di 

level Pendidikan dasar dan menengah.  

8.  Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan 

penanggulangan bencana.  

9.  Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi 

(penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat 

bencana).  

10.  Pembangunan sarana prasarana yang memperhatikan kerawanan 

bencana dan perubahan iklim.  

Arah kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang 

dikhususkan untuk wilayah Sumatera terkait kebencanaan pada RPJPN 

2025 -2045 meliputi òPengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan 

kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem 

peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, 

seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung  api maupun bahaya lainnya 

serta mengembangkan mitigasi struktural dan non -struktural di daerah rawan 

bencana tinggió. 

3.1.3  Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS -PB) 2025 -2029  

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana adalah dokumen yang 

mencakup kebijakan, strategi, dan opsi tindakan untuk mencapai tujuan 

penanggulangan bencana di tingkat nasional selama lima tahun. RENAS-PB 

2025 -2029 (selanjutnya disebut RENAS-PB) ditujukan kepada seluruh 

institusi yang terkait dengan penanggulangan bencana baik di tingkat pusat 

maupun daerah, termasuk pemerintah dan nonpemerintah. RENAS-PB 

berfungsi sebagai panduan bagi negara dalam melindungi rakyatnya melalui 

penyediaan sumber daya serta koordinasi tindakan bagi semua institusi 

terkait penanggulangan bencana di tingkat pusat.  

Selain itu, RENAS-PB juga dapat dijadikan acuan bagi pemerintah 

pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus 

memberikan dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana 

penanggulangan bencana mereka sendiri. Oleh karena itu, penyusunan 

RENAS-PB melibatkan 28 kementerian/lembaga dan berbagai institusi non -

pemerintah di tingkat pusat dengan koordinasi dari Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB).  

Rumusan tujuan penanggulangan bencana 2025 -2039 a dalah 

òMeningkatkan ketangguhan (resiliensi) masya rakat dalam menghadapi 

bencanaó: 

1.  Peningkatan potensi dampak & risiko bencana geologi;  

2.  Peningkatan potensi dampak & risiko bencana hidrometeorologi akibat 

perubahan iklim;  
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3.  Peningkatan alih fungsi lahan dan percepatan perkembangan pusat -pusat 

pertumbuhan & kawasan investasi;  

4.  Penguatan tata kelola penanggulangan bencana kolaborasi multi -pihak;  

5.  Penguatan monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas bidang 

penanggulangan bencana; dan  

6.  Pengelolaan satu data & pemanfaatan sistem informasi teknologi 

kebencanaan.  

3.2  Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah  

3.2.1  RPB Aceh 2023 -2026  

Dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Aceh yang telah 

disahkan Gubernur pada tahun 2023, terdapat 5 isu strategis Aceh terkait 

penanggulangan bencana, yaitu:  

a. Rendahnya efektifitas pencegahan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, 

penanganan darurat dan pemulihan pascabencana;  

b.  Lemahnya pengendalian tata ruang yang berdampak terhadap 

meningkatnya risiko bencana;  

c. Lemahnya penindakan/penegakan hukum terhadap kegiatan yang 

menyebabkan perubahan fungsi lahan;  

d.  Kurangnya diseminasi dan integrasi hasil kajian risiko bencana terhadap 

perencanaan pembangunan terpadu; dan  

e. Lemahnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam mengarusutamakan 

aspek -aspek penanggulangan bencana dalam perencanaan daerah.  

Dari 5 isu strategis ini kemudian diturunkan menjadi strategi dan arah 

kebijakan yang dipaparkan dalam tabel 3.2 di bawah ini.  
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Tabel 3.2 Arah dan kebijakan RPB Aceh 2023 -2026  

Isu Strategis  Tujuan  Sasaran  Indikator Sasaran  Strategi  Arah Kebijakan  

1.  Belum efektifnya 
kegiatan 
pencegahan, 
mitigasi bencana, 
kesiapsiagaan, 
penanganan 
darurat dan 
pemulihan 
pascabencana  

Meningkatnya 
efektivitas 
pencegahan, 
mitigasi  dan 
kesiapsiagaan 
bencana  
  

Terwujudnya 
efektivitas kegiatan 
pencegahan, mitigasi 
bencana dan 
kesiapsiagaan  
  

Tingkat keberhasilan 
melaksanakan 
kegiatan pencegahan, 
mitigasi  dan 
kesiapsiagaan 
bencana  
  

Menyiapkan   kegiatan 
pencegahan, mitigasi  dan 
kesiapsiagaan berbasis 
kultur dan struktur  

Perencanaan pencegahan 
dan mitigasi bencana dan 
kesiapsiagaan  

Pelaksanaan Mitigasi 
struktural dan non 
struktural penanganan 
bencana  

Pelatihan Kesiapsiagaan  

Meningkatnya 
efektivitas 
penanganan darurat  
  

Terwujudnya 
efektifitas 
penanganan darurat 
bencana  
  

Tingkat keberhasilan 
melaksanakan 
kegiatan penanganan 
darurat Bencana  

Menyiapkan perencanaan 
penanganan Darurat 
bencana  

Perencanaan Penanganan 
Darurat  

Menyediakan panduan 
untuk penanganan 
darurat bencana  

Penyiapan panduan 
penanganan  darurat 
bencana  

Peningkatan kapasitas 
melalui pelatihan tanggap 
darurat bencana  

Pelatihan kedaruratan  

Terpenuhinya 
kebutuhan darurat 
bencana  

Pemenuhan kebutuhan 
tanggap darurat melalui 
aksi penangan darurat  

Penanganan kedaruratan  

Meningkatnya 
efektivitas 
pemulihan 
pascabencana  

Terwujudnya 
efektifitas pemulihan 
pascabencana  

Efektifnya kegiatan 
pemulihan 
pascabencana  

Membangun kembali  
pemulihan pascabencana 
dengan build back better 
and safer  

Pemulihan pascabencana 
berbasis  build back better 
and safer  

2.  Lemahnya 
pengendalian tata 
ruang yang 
Berdampak 
Terhadap 
meningkatnya 
Risiko Bencana  

Mewujudkan 
pengendalian tata 
ruang yang 
mempertimbangkan  
aspek manajemen 
risiko bencana  

Terwujudnya  
pengendalian tata  
ruang yang terpadu 
dan berkelanjutan 
yang 
mempertimbangkan 
aspek manajemen 

Keterpaduan  
pengendalian tata  
ruang yang 
mempertimbangkan  
aspek manajemen 
risiko bencana  

Pemanfaatan  
pengendalian tata ruang 
berbasis  manajemen 
risiko bencana  

Optimalisasi fungsi 
pemanfaatan dan 
pengendalian penataan 
ruang  berbasis  
manajemen risiko bencana  

Penegakan hukum 
terhadap pemanfaatan dan 

Konsistensi kebijakan dan 
tindakan aksi hukum  
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Isu Strategis  Tujuan  Sasaran  Indikator Sasaran  Strategi  Arah Kebijakan  

 Risiko Bencana  pengendalian ruang  yang jelas terhadap  
pemanfaatan dan 
pengendalian ruang  

3.  Lemahnya 

penegakan/ 
penindakan hukum 
terhadap kegiatan 
yang menyebabkan 
perubahan fungsi 
lahan  

 
 

Menguatnya  

penegakan/ 
penindakan hukum 
terhadap kegiatan 
yang menyebabkan 
perubahan fungsi 
lahan  
 

Adanya  penegakan/ 

penindakan hukum 
terhadap kegiatan 
yang menyebabkan 
perubahan fungsi 
lahan  
 

Presentasi penguatan 

penegakan hukum  

Menyiapkan regulasi 

penegakan/penindakan 
hukum terhadap kegiatan 
yang menyebabkan 
perubahan fungsi lahan  

Implementasi penyusunan 

Regulasi  
penegakan/penindakan 
hukum  

Melaksanakan 
pengawasan terhadap 
kegiatan yang 
menyebabkan perubahan 
fungsi lahan  

Pengawasan terhadap 
kegiatan yang 
menyebabkan perubahan 
fungsi lahan  

Melaksanakan 
penegakan/penindakan 
hukum terhadap kegiatan 
yang menyebabkan 
perubahan fungsi lahan  

Implementasi  
penegakan/penindakan 
hukum  
 

Menyiapkan Reward 
terhadap kegiatan yang  
menjaga fungsi lahan  

Penerapan  Reward 
terhadap kegiatan yang  
menjaga fungsi lahan  

Punishment terhadap 
kegiatan yang  
menyebabkan perubahan 
fungsi lahan  

Penerapan  Punishment 
terhadap kegiatan yang  
menyebabkan perubahan 
fungsi lahan  

4.  Kurangnya 
Diseminasi dan 
integrasi hasil 
kajian risiko 
bencana terhadap 
perencanaan 
pembangunan 
terpadu   

Meningkatnya 
Diseminasi hasil 
kajian risiko 
bencana terhadap 
perencanaan 
pembangunan 
terpadu  

Meningkatnya 
kegiatan diseminasi 
pada pihak terkait 
terhadap 
perencanaan 
pembangunan 
terpadu  

Tingkat kemudahan 
akses informasi 
kajian risiko bencana 
terhadap 
perencanaan 
pembangunan 
terpadu  

Menyiapkan  media 
diseminasi hasil kajian 
risiko bencana  

Penyediaan media 
diseminasi hasil  kajian 
risiko bencana  

Menyusun rencana 
layanan diseminasi  hasil  
kajian risiko bencana  

Penyediaan  rencana 
layanan diseminasi  hasil  
kajian risiko bencana  

Meningkatnya Meningkatnya Tingkat kemudahan Menyiapkan konsep Penyediaan  konsep 
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Isu Strategis  Tujuan  Sasaran  Indikator Sasaran  Strategi  Arah Kebijakan  

integrasi hasil kajian 
risiko bencana 
terhadap 
perencanaan 

pembangunan 
terpadu  
 

kegiatan integrasi 
pada pihak terkait 
terhadap 
perencanaan 

pembangunan 
terpadu  

akses integrasi 
informasi kajian 
risiko bencana  

pengintegrasian hasil  
kajian risiko bencana  
terhadap perencanaan 
pembangunan terpadu  

pengintegrasian hasil  
kajian risiko bencana  
terhadap perencanaan 
pembangunan terpadu  

Mengintegrasikan hasil  
kajian risiko bencana  
terhadap perencanaan 
pembangunan terpadu  

Pengintegrasian  hasil  
kajian risiko bencana  
terhadap perencanaan 
pembangunan terpadu  

5.  Lemahnya kualitas 
tata kelola 
pemerintahan 
dalam 
mengarusutamakan 
aspek -aspek 
penanggulangan 
bencana dalam 
perencanaan 
daerah  

Mewujudkan tata 
kelola pemerintahan 
yang 
memainstreamkan 
aspek -aspek 
kebencanaan dalam 
setiap perencanaan 
daerah  

Terwujudnya tata 
kelola pemerintahan 
yang 
mengarusutamakan 
aspek -aspek 
kebencanaan dalam 
setiap perencanaan 
daerah  

Persentase 
Keterpaduan tata 
kelola pemerintahan 
dalam 
mengarusutamakan 
aspek -aspek 
kebencanaan dalam 
setiap perencanaan 
daerah  

Menyiapkan tata kelola 
pemerintahan yang  
mengarusutamakan 
aspek -aspek kebencanaan 
dalam setiap perencanaan 
daerah  

Tata kelola   pemerintahan 
yang  mengarusutamakan 
aspek -aspek kebencanaan 
dalam setiap perencanaan  

Meningkatkan 
Koordinasi dan 
komunikasi lintas 
pemangku 
kepentingan  

Terbentuknya 
sumber daya 
penanggulangan 
bencana yang handal  

Indek pembangunan 
manusia (IPM)  

Menyiapkan sumber daya 
manusia yang handal di 
bidang penanggulangan 
bencana  

Optimalisasi potensi 
sumber  daya manusia  
yang handal di bidang 
penanggulangan bencana  

Sumber: RPB Aceh 2023 -2026  
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3.2.2  Rencana Pembangunan Aceh RPA 2023 -2026  

Perencanaan Pembangunan Aceh (RPA) untuk periode 2023 -2026 

bertujuan untuk : Meningkatkan Pembangunan Demokrasi; Mewujudkan 

Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional; Pelaksanaan Syariat 

Islam Secara Kaffah; Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan 

derajat kesehatan; Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk 

Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan 

Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid -19; 

Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan 

Tangguh bencana; Meningkatkan Penguatan Perdamaian.  

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023 -2026, 

pembahasan mengenai penanggulangan bencana masuk ke dalam isu 

strategis yang ke 13, yaitu optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, 

Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana. Isu strategis ini kemudian 

diseleraskan menjadi Tujuan poin ke 6 yaitu, Meningkatkan Percepatan 

Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana.  

Dalam RPA 2023 -2026 disebutkan bahwa Aceh memerlukan upaya 

mitigasi bencana dengan mengembangkan pembangunan yang sejalan dengan 

kapasitas lingkungan dan memperhitungkan faktor kerentanan terhadap 

bencana, serta meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam 

menghadapi bencana.  

Tabel 3.3  Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan RPA 2023 -2026  

Tujuan ke 6: Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang 
Berkelanjutan dan Tangguh Bencana  

Sasaran  Strategi  Arah Kebijakan  

Meningkatkan 
Kapasitas 
Ketahanan 
Daerah Terhadap 
Bencana  

Penanggulangan bencana 
dan peningkatan kapasitas 
masyarakat dalam 
pencegahan 
penanggulangan 
Penyelamatan  kebakaran 
dan non kebakaran  

Penurunan IRB dengan 
peningkatan kapasitas 
daerah melalui upaya -
upaya pencegahan dan 
peringatan dini  

3.2.3  RPK Lhokseumawe 2023 -2026  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe 

Tahun 2017 -2022 yang ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 

9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 

Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota 

Lhokseumawe Tahun 2017 - 2022 akan berakhir seiring dengan berakhirnya 

masa jabatan Kepala Daerah pada Tahun 2022. Pasal 201 poin 8 Undang -

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang -Undang telah menetapkan pemungutan 
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suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan 

November 2024. Agar tidak terjadinya kekosongan dokumen perencanaan 

pembangunan menengah Kota Lhokseumawe sampai dengan terselenggaranya 

pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024, maka Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan 

Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 menjadi dasar disusunnya Rencana 

Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023 -2026 dengan 

mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah.  

Dokumen ini menjadi acuan pembangunan dalam rentang 3 tahun dan 

memuat isu strategis dalam berbagai bidang, dan juga upaya integrasi 

pembangunan dengan penanggulangan bencana. walaupun tidak terdapat Isu 

Strategis terkait kebencanaan, namun ada tertuang dalam isu strategis yang 

pertama, yaitu : òMewujudkan tata kelola pemerintahan yang baikó yang 

kemudian diuraikan  lebih lanjut dalam Kebijakan, Sasaran, Strategi dan 

Program. Adapun program yang terdapat dalam RPJM Kota Lhokseumawe 

2017 -2022, yaitu (1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya 

Kebakaran, dan (2) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban 

Bencana Alam, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :  

Tabel 3.4  Tujuan, Kebijakan, Sasaran, Indikator Sasaran  

Tujuan  Kebijakan  Sasaran  Arah Kebijakan  

Mewujudkan 
tata kelola 
pemerintahan 
yang baik  

Meningkatnya 
Pelayanan 
Publik  
 

Meningkatkan 
sistem 
pelayanan 
publik  

1.  Peningkatan 
mitigasi bencana 
dan peningkatan 
pelayanan tanggap 
darurat bencana.  

Selanjutnya RPK Lhokseumawe tahun 2023 -2026 merumuskan  

program pembangunan daerah yang diarahkan untuk penerapan standar 

pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar, dimana memuat beberapa program terkait 

kebencanaan diantaranya:  

1.  Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;  

2.  Pelayanan Penyelamatan  dan evakuasi korban bencana;  

3.  Pelayanan Penyelamatan  dan evakuasi korban kebakaran.  
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Program yang telah ada ini belum memadai jika kita melihat dari trend 

bencana selama 10 tahun terakhir yang diperoleh dari hasil penggalian secara 

partisipatif pada saat Rapat koordinasi dengan SKPD instansi terkait, dimana 

ada 8 ancaman bencana yaitu;   

1) Banjir  

2) Gempa Bumi  

3) Gelombang Pasang  

4) Cuaca Extrim  

5) Tsunami  

6) Kebakaran Hutan dan Lahan  

7) Tanah Longsor  

8) Kekeringan  

3.3  Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana   

Dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan 

kerangka kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prinsip, 

tujuan, tindakan penanggulangan bencana dan pembagian peran dan pelaku 

untuk setiap tahapan. Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, pada pasal dijelaskan bahwa penyelenggaraan 

penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap meliputi : 1) Pra bencana, 2) 

Saat tanggap darurat, dan 3) dan pascabencana.  Seluruh tahapan 

penanggulangan bencana tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan 

pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya. Hal ini dimandatkan pada 

Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 

membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).  

3.3.1  Kerangka Kerja Pra Bencana  

Penyelenggaraan penanggulangan pra bencana merupakan salah satu 

tugas penting bagi pemerintah guna memberikan perlindungan kepada 

masyarakat dari adanya ancaman bencana. Kehadiran suatu bencana akan 

dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan mengakibatkan banyak 

kerusakan dan juga kerugian bagi negara. Melakukan upaya -upaya 

pencegahan guna mempersiapkan kehadiran suatu bencana harus dapat 

dimaksimalkan oleh pemerintah agar dapat meminimalisir dampak yang akan 

ditimbulkan.  

Upaya pra bencana menjadi tahapan yang sangat penting untuk dapat 

dimaksimalkan agar keseluruhan proses penanggulangan bencana dapat 

berjalan dengan baik. Prinsip penyelenggaraan pada tahap pra bencana di 

antaranya:  
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1.  Partisipasi multi pihak  

2.  Keadilan  

3.  Kesetaraan  

4.  Profesionalisme  

5.  Kemandirian  

6.  Efisiensi dalam penggunaan sumber daya  

7.  Tepat sasaran/efektif, dan  

8.  Berinvestasi dalam upaya pengurangan risiko bencana untuk 

ketangguhan Kota Lhokseumawe  

Tujuan pengurangan risiko bencana adalah untuk mengurangi 

ancaman/bahaya dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam menghadapi bencana. Tindakan yang dapat dilakukan 

dalam pengurangan risiko bencana meliputi tindakan pencegahan, mitigasi, 

kesiapsiagaan dan pengalihan risiko bencana.  

Pencegahan  

Pencegahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya 

untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya bencana. Dalam konteks 

pencegahan, upaya menghilangkan atau mengurangi risiko bencana 

difokuskan kepada pengelolaan sumber bencana sehingga tidak menimbulkan 

risiko.  

Mitigasi  

Mitigasi adalah serangkaian upaya melalui pembangunan buffer  (Penghalang) 

struktur maupun non -struktur sehingga dapat mengurangi risiko bencana 

karena paparan kejadian bencana tidak sampai ke kerentanan dan kapasitas.  

Kesiapsiagaan  

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang 

tepat guna dan berdaya guna. Oleh karena itu, upaya kesiapsiagaan 

difokuskan kepada upaya Penyelamatan  diri atau evakuasi saat terjadi potensi 

bencana.  

Pengalihan risiko  

Pengalihan risiko adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung 

jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu 

mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu. Bentuk 

pilihan tindakan akan sangat bergantung kepada ketersediaan sumber daya 

dan akar masalah tiap -tiap potensi bencana yang ada di Kota Lhokseumawe.  
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3.3.2  Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana (Penanganan Darurat Bencana)  

Penyelenggaraan penanggulangan saat bencana atau penanggulangan 

kedaruratan bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip:  

a. Pengutamaan tanggung jawab pemerintah daerah Kab/Kota, dan  

b.  Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi berperan melakukan 

pendampingan terhadap pemerintah daerah Kab/Kota.  

Tujuan penanggulangan kedaruratan bencana adalah untuk 

melakukan Penyelamatan  dan evakuasi korban bencana, memberi 

perlindungan pada kelompok rentan, serta memenuhi kebutuhan dasar 

masyarakat terdampak bencana. Tindakan dalam penanggulangan 

kedaruratan bencana meliputi:  

1.  Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan 

sumber daya; untuk mengidentifikasi: cakupan lokasi bencana; jumlah 

korban; kerusakan prasarana dan sarana; gangguan terhadap fungsi 

pelayanan umum serta pemerintahan; dan kemampuan sumber daya alam 

maupun buatan.  

2.  Penentuan status keadaan darurat bencana.  

3.  Penyelamatan  dan evakuasi masyarakat terkena bencana melalui upaya: 

pencarian dan Penyelamatan  korban; pertolongan darurat; dan/atau 

evakuasi korban.  

4.  Pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi : kebutuhan air bersih dan 

sanitasi; pangan; sandang; pelayanan kesehatan; pelayanan Psikososial ; 

dan penampungan dan tempat hunian.  

5.  Perlindungan terhadap kelompok rentan yaitu dengan memberikan 

prioritas kepada kelompok rentan (bayi, balita, dan anak -anak; ibu yang 

sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut 

usia) berupa Penyelamatan , evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, 

dan psikososial . 

6.  Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, dilakukan dengan 

memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.  

7.  Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.  

8.  Penyelenggaraan sistem komando  penanganan darurat bencana.  

9.  Penetapan struktur organisasi pos komando penanganan darurat 

bencana.  

Dalam situasi normal (tidak/belum terjadi bencana) tindakan yang 

dapat dilakukan antara lain adalah:  

a. Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana.  

b.  Penyusunan rencana kontingensi.  

c. Pelatihan/Gladi/Simulasi serta uji sistem rencana -rencana operasional 

penanganan darurat bencana.  
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3.3.3  Kerangka Kerja Pascabencana (Pemulihan)  

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pemulihan) 

pascabencana dilaksanakan antara lain dengan prinsip:  

a. Membangun partisipasi;  

b.  Mengedepankan koordinasi;  

c. Melaksanakan tat a kelola pemerintahan yang baik;  

d.  Menjaga kesinambungan;  

e. Melaksanakan pembangunan berta hap berdasarkan skala prioritas;  

f.  Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berb asis 

pengurangan risiko bencana;  

g. Meningkatkan kapa sitas dan kemandirian; dan  

h.  Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang 

disabilitas dan keadilan.  

Tujuan pemulihan pascabencana adalah melakukan analisis kerusakan 

dan kerugian akibat bencana agar kehidupan masyarakat pada wilayah 

terdampak dapat segera pulih kembali pascabencana. Tindakan pemulihan 

pascabencana meliputi:  

1.  Pengkajian kebutuhan pascabencana.  

2.  Penyusunan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi  

3.  Pengalokasian sumber daya dan dana.  

4.  Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, berupa:  

a. Rehabilitasi berupa perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan 

prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah 

masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; 

rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial ekonomi budaya; 

pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi 

pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik.  

b.  Melakukan kegiatan rekonstruksi, dilakukan melalui kegiatan 

pembangunan yang lebih baik, meliputi: pembangunan kembali 

prasarana dan sarana; pembangunan kembali sarana sosial 

masyarakat; pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya 

masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan 

peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran 

serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan 

masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; 

peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan 

utama dalam masyarakat.  

5.  Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.  

6.  Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana pada wilayah terdampak 

dilakukan melalui kegiatan.  
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7.  Perbaikan lingkungan dan Kota Lhokseumawe aliran sungai di Kota 

Lhokseumawe bencana.  

8.  Perbaikan prasarana dan sarana umum.  

9.  Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.  

10.  Pemulihan Psikologis Social.  

11.  Pelayanan kesehatan.  

12.  Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik.  

13.  Pemulihan sosial ekonomi budaya.  

14.  Pemulihan keamanan dan ketertiban.  

15.  Pemulihan fungsi pemerintahan, dan  

16.  Pemulihan pelayanan publik.  

Penyelenggaraan Rekonstruksi Pascabencana pada wilayah terdampak 

dilakukan melalui kegiatan:  

1.  Pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana.  

2.  Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.  

3.  Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.  

4.  Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang 

lebih baik dan tahan bencana.  

5.  Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.  

6.  Peningkatan fungsi pelayanan public.  

7.  Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat, dan  

8.  Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, 

dunia usaha dan masyarakat.  

Dalam situasi normal (tidak/belum terjadi bencana) tindakan yang 

dapat dilakukan antara lain adalah:  

1.  Menyusun peraturan/kebijakan tentang kompensasi/bantuan tunai bagi 

korban bencana.  

2.  Menyusun kebijakan/rencana relokasi pemukiman korban bencana agar 

tidak kembali bermukim di area/Kota Lhokseumawe yang rawan bencana.  

3.  Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang.  

4.  Menyusun strategi pemulihan ekonomi masyarakat dan infrastruktur 

penting.  
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Tabel 3.5  Peran BPBD  dalam Penanggulangan Bencana  

Peran Pra Bencana  Peran Saat Bencana  Peran Pascabencana  

Koordinasi  

1) Penyusunan kebijakan strategi 

penanggulangan bencana;  

2) Penyusunan perencanaan penanggulangan 

bencana;  

3) Penentuan standar kebutuhan minimum;  

4) Pembuatan prosedur tanggap darurat 

bencana;  

5) Pengurangan risiko bencana;  

6) Pembuatan peta rawan bencana;  

7) Penyusunan anggaran penanggulangan 

bencana;  

8) Penyediaan sumber  daya/logistik 

penanggulangan bencana;  dan  

9) Pendidikan dan pe latihan, penyelenggaraan 

gladi/ simulasi  penanggulangan bencana.  

 

Siaga Darurat  

1) Pengaktifan pos -pos siaga  bencana dengan 

segenap unsur  pendukungnya;  

2) Pengkajian secara tepat dan  cepat terhadap 

cakupan lokasi  bencana, jumlah korban 

bencana,  kerusakan prasarana dan sarana,  

gangguan terhadap fungsi  pelayanan umum 

serta  pemerintahan, dan kemampuan  

sumber daya alam maupun  buatan;  

3) Inventarisasi sumber daya  pendukung 

kedaruratan;  

4) Penyiapan dukungan dan  mobilisasi sumber 

daya/logistik;  

5) Penyiapan sistem informasi dan  komunikasi 

yang cepat dan  terpadu guna mendukung 

tugas  kebencanaan;  

6) Penyiapan dan pemasangan  instrumen 

sistem peringatan dini  (early warning) ;  

7) Penyusunan Rencana Kontinjensi  

(Contingency Plan); dan  

8) Mobilisasi sumber daya (personil  dan 

prasarana/saran a peralatan)  

Rehabilitasi  

1) Menyelenggarakan pengkajian bahan dan  

fasilitasi reh abilitasi kebencanaan, meliputi 

perbaikan lingkungan;  prasarana dan 

sarana umum;  dan p emberian bantuan 

perbaikan rumah  masyarakat;  

2) Pelayanan kesehatan;  

3) Rekonsiliasi dan resolusi konflik;  dan  

4) Pemulihan sosial psikologis, sosial  

ekonomi, budaya, keamanan dan  

ketertiban, fungsi pemerintahan dan  

pelayanan publik .  

 

Impleme ntasi  

1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana 

Provinsi;  

Tanggap Darurat  

1) Membentuk Pos Komando  

2) Penanganan Darurat  Bencana (Posko PDB) 

Rekontruksi  

1) Menyelenggarakan pengkajian bahan dan 

fasilitasi  rekonstruksi kebencanaan 
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Peran Pra Bencana  Peran Saat Bencana  Peran Pascabencana  

2) Sosialisasi, Komunikasi, & Edukasi Rawan 

Bencana Provinsi;  

3) Penguatan kapasitas kawasan untuk 

pencegahan dan kesiapsiagaan  bencana;  

4) Penyusunan Rencana Penanggulangan 

Bencana;  

5) Pelatihan Pencegahan & Mitigasi bencana;  

6) Pengelolaan risiko bencana;  

7) Penyusunan Rencana Kontijensi;  

8) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;  

9) Penyusunan Rencana Penanggulangan 

Kedaruratan Bencana;  

10)  Pengendalian operasi dan penyediaan 

sarana prasarana kesiapsiagaan  terhadap 

bencana;  

11)  Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat 

(TRC) bencana;  

12)  Penyediaan peralatan perlindungan dan 

kesiapsiagaan bencana;  

13)  Penanganan pascabencana provinsi;  

14)  Respon cepat penanganan darurat 

bencana;  

15)  Pencarian pertolongan dan evakuasi korban 

bencana;  

16)  Respon cepat bencana non -alam epidemi/ 

wabah penyakit;  

17)  Penyediaan logistik Penyelamatan  dan 

evakuasi korban bencana;  

&  Pos Pendukung PDB (jika  diperlukan);  

3) Mengirimkan TRC BPBD  ke lokasi bencana;  

4) Melapor Kepala Daerah  untuk menetapkan 

status  bencana &  menginformasikan kepada  

masyarakat;  

5) Memerintahkan Kadis  Kesehatan, Sosial, PU,  

Perhubungan dan Lintas  Sektor untuk 

melakukan  kegiatan tanggap darurat;  

6) Mencairkan dana siap  pakai (DSP);  

7) Menyiapkan &  mengirimkan logistik  

bencana ke lokasi  bencana;  

8) Mengkoordinasikan  bantuan bencana dari 

luar  daerah;  

9) Analisis lingkup bencana  dan a nalisis 

jumlah korban ; dan  

10)  Menyusun Rencana  Operasi (Operation Plan)  

bersama Incident  Commander  

 

meliputi Pembangunan kembali prasarana 

dan sarana ; serta sarana sosial 

masyarakat;   

2) Pembangkitan kembali kehidupan sosial  

budaya masyarakat;  

3) Penerapan rancang bangun yang tepat dan  

penggunaan peralatan yang lebih baik dan  

tahan bencana;  

4) Partisipasi dan peran serta lembaga dan  

organisasi kemasyarakatan, dunia usaha 

dan  masyarakat;  

5) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, 

budaya  fungsi pelayanan publik dan 

pelayanan utama  dalam masyarakat  
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Peran Pra Bencana  Peran Saat Bencana  Peran Pascabencana  

18)  Pengelolaan dan pemanfaatan sistem 

informasi kebencanaan;  

19)  Pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan penanggulangan  bencana 

kabupaten/ kota di wilayah provinsi;  

20)  Penyusunan regulasi penanggulangan 

bencana daerah;  dan  

21)  Kerjasama antar lembaga dan kemitraan 

dalam penanggulangan  bencana;  

 Transisi Darurat -Pemulihan  

1) Penilaian kebutuhan  pascabencana ; dan  

2) Penyusunan Rencana  Aksi Rehabilitasi dan  

Rekonstruksi  

 

 

Tabel 3. 6 Peran Para Pihak di Kota Lhokseumawe dalam Kerangka Penanggulangan Bencana  

No.  
Dinas/ 

instansi  
Akronim  Pra bencana  Tanggap darurat  Pascabencana  

1. 
 

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah Kota 
Lhokseumawe  
  

BAPPEDA 
 

1) Memastikan harmoni program 

pengurangan risiko bencana 

dengan program perencanaan 

pembangunan  

2) Mendukung perencanaan 

program penanggulangan 

bencana  

- 
  

1) Memastikan perencanaan 

program rekonstruksi dan 

rehabilitasi pas bencana  
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No.  
Dinas/ 

instansi  
Akronim  Pra bencana  Tanggap darurat  Pascabencana  

2. Dinas 
Kesehatan Kota 
Lhokseumawe  

DINKES  
 
 

1) Penyuluhan dan Pendidikan 

Masyarakat  

Memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang cara 

menghadapi bencana dan 

langkah -langkah pertolongan 

pertama pada saat bencana 

terjadi  

2) Persiapan Peralatan Medis dan 

Perlengkapan Pertolongan 

Pertama  

Memastikan bahwa peralatan 

medis dan perlengkapan 

pertolongan pertama tersedia 

dan siap digunakan dalam 

situasi darurat  

3) Pelatihan Tenaga Kesehatan 

dan Relawan  

Melatih tenaga kesehatan dan 

relawan untuk menghadapi 

keadaan darurat, termasuk 

pemberian pertolongan 

pertama, penanganan cedera, 

dan evakuasi korban  

4) Pengorganisasian Sistem 

Evakuasi dan Penyelamatan  

Membuat rencana evakuasi dan 

1) Penyediaan Pelayanan Medis 

Darurat  

Menyediakan pelayanan medis 

darurat di titik -titik evakuasi 

dan pusat pengungsian untuk 

memberikan pertolongan 

pertama kepada korban 

bencana  

2) Penanganan Korban Cedera 

dan Trauma  

Memberikan perawatan medis 

kepada korban cedera dan 

trauma serta melakukan 

evakuasi ke fasilitas kesehatan 

yang lebih lanjut jika 

diperlukan  

3) Pengendalian Penyakit Menular  

Melakukan survei penyakit 

untuk mencegah terjadinya 

wabah penyakit menular di 

tempat -tempat pengungsian 

dan lokasi terdampak bencana 

lainnya  

4) Distribusi Obat -obatan dan 

Perlengkapan Medis  

Mengatur distribusi obat -

obatan, peralatan medis, dan 

1) Evaluasi Dampak Kesehatan  

Melakukan evaluasi terhadap 

dampak kesehatan yang 

disebabkan oleh bencana, 

termasuk cedera fisik, 

gangguan kesehatan mental, 

dan penyebaran penyakit 

menular  

2) Pelayanan Kesehatan 

Pascabencana  

Memberikan pelayanan 

kesehatan lanjutan kepada 

korban bencana yang 

membutuhkan perawatan 

medis jangka panjang, 

rehabilitasi, dan konseling 

psikologis  

3) Rekonstruksi Fasilitas 

Kesehatan  

Memulihkan dan 

merekonstruksi fasilitas 

kesehatan yang rusak akibat 

bencana agar layanan 

kesehatan dapat kembali 

beroperasi secara normal  

4) Pencegahan Penyakit dan 

Gangguan Kesehatan  
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No.  
Dinas/ 

instansi  
Akronim  Pra bencana  Tanggap darurat  Pascabencana  

Penyelamatan  yang efektif, 

termasuk lokasi pengungsian 

dan rute evakuasi yang aman  

5) Pemetaan Sumber Daya 

Kesehatan  

Mengidentifikasi fasilitas 

kesehatan dan sumber daya 

medis yang tersedia di wilayah 

yang rentan terhadap bencana, 

serta mengkoordinasikan 

penggunaan sumber daya 

tersebut dalam situasi darurat  

6) Pengembangan Rencana 

Tanggap Darurat  

Menyusun rencana tanggap 

darurat yang meliputi tindakan 

cepat dalam distribusi obat -

obatan, pelayanan medis, dan 

penanganan keadaan darurat 

lainnya  

7) Pemantauan Kesehatan 

Masyarakat  

Memantau kesehatan 

masyarakat secara berkala 

untuk mendeteksi adanya 

penyakit menular, gangguan 

kesehatan mental, dan 

perlengkapan lainnya ke 

fasilitas kesehatan dan pos -pos 

pengungsian  

5) Pemberian Layanan Kesehatan 

Mental  

Memberikan layanan kesehatan 

mental kepada korban 

bencana, relawan, dan petugas 

penanganan bencana untuk 

membantu mengatasi stres dan 

trauma psikologis  

6) Koordinasi dengan Instansi 

Terkait  

Berkoordinasi dengan lembaga 

dan instansi terkait lainnya 

seperti Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD), 

Palang Merah Indonesia (PMI), 

MPU dan relawan untuk 

memaksimalkan efektivitas 

tanggap darurat  

7) Edukasi Masyarakat  

Terus memberikan edukasi 

kepada masyarakat tentang 

langkah -langkah pencegahan, 

pertolongan pertama, dan 

tindakan keselamatan selama 

Melakukan program 

pencegahan penyakit, 

vaksinasi, sanitasi, dan 

pemantauan kesehatan 

lingkungan untuk mencegah 

terjadinya wabah penyakit 

pascabencana  

5) Pemberdayaan Masyarakat  

Melakukan pelatihan dan 

penyuluhan kepada 

masyarakat tentang 

kebersihan, kesehatan 

lingkungan, dan cara 

menghadapi potensi ancaman 

kesehatan pascabencana  

6) Pemulihan Sarana Air Bersih 

dan Sanitasi  

Memastikan pasokan air bersih 

dan sanitasi yang layak bagi 

masyarakat terdampak, 

mengurangi risiko penyebaran 

penyakit melalui air dan 

lingkungan  

7) Konseling dan Dukungan 

Psikologis  

Menyediakan layanan konseling 

dan dukungan psikologis 
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No.  
Dinas/ 

instansi  
Akronim  Pra bencana  Tanggap darurat  Pascabencana  

kebutuhan kesehatan lainnya 

yang mungkin timbul setelah 

terjadinya bencana  

masa tanggap darurat  kepada korban bencana, 

relawan, dan petugas 

kesehatan yang mungkin 

mengalami trauma dan stres 

pascabencana  

8) Koordinasi dengan Pihak 

Terkait  

Terus berkoordinasi dengan 

pihak terkait seperti 

pemerintah daerah, lembaga 

kesehatan, organisasi non -

pemerintah, dan lembaga 

internasional untuk 

mendukung upaya pemulihan 

kesehatan pascabencana  

3.  Dinas 
Lingkungan 

Hidup Kota 
Lhokseumawe  

DLH  Penyusunan rencana kedaruratan 
atau rencana kontijensi, yaitu 

rencana kesiapsiagaan dalam 
menghadapi  kondisi tak terduga/ 
darurat sesuai Standar  
Operasional Prosedur (SOP)  

Melakukan rencana operasional/  
aktivitas dari rencana kedaruratan  

yang telah disusun  sebelumnya 
sesuai Standar Operasional  
Prosedur (SOP)  

Penyusunan rencana pemulihan 
yang  meliputi rencana rehabilitasi 

dan  rekonstruksi sesuai Standar 
Operasional  Prosedur (SOP)  

4.  Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
dan Gampong  
Kota 
Lhokseumawe  

DPMG Melakukan koordinasi dengan 
Kecamatan dan Pemerintah 
Gampong untuk memastikan 
memasukkan pada dokumen 
RPJMG dan RKPG anggaran 
kegiatan penanggulangan bencana 

Memantau operasi tanggap darurat 
di Pos Gampong dan memastikan 
ketersediaan anggaran pada 
Anggaran Pendapatan Belanja 
Gampong (APBG)  

Memastikan penggunaan dana 
sesuai dengan kebutuhan 
penanggulangan bencana  
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No.  
Dinas/ 

instansi  
Akronim  Pra bencana  Tanggap darurat  Pascabencana  

dengan Belanja Tidak Terduga 
pada Anggaran Pendapatan 
Belanja Gampong (APBG) dari 

sumber Dana Desa (DD) ataupun 
sumber dana lainnya  

5.  Dinas 
Perhubungan 
Kota 
Lhokseumawe  

DISHUB    Merencanakan dan melaksanakan 
dukungan kebutuhan transportasi 
dan pengaturan lalu lintas pada 
operasi darurat bencana  

  

6. Dinas 
Komunikasi, 
Informatika 
dan Persandian 
Kota 
Lhokseumawe  

DISKOMINSA  1) Melakukan pemantauan dan 

pengawasan atas informasi 

bohong (hoaks)  

2) Perencanaan Pengamanan 

terhadap Pusat Data  

1) Melakukan pemblokiran 

terhadap laporan hoaks 

melalui penyampaian pada 

aduan.id  

2) Disaster recovery terhadap 

infra dan pusat data  

1) Koordinasi dengan instansi 

terkait dan  Kemenkominfo RI  

2) Koordinasi dengan instansi 

terkait, BSSN dan 

Kemenkominfo  

7. Dinas 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 
Rakyat Kota 
Lhokseumawe  

DINAS PUPR  Penyusunan rencana kedaruratan 
atau rencana kontijensi, yaitu 
rencana kesiapsiagaan dalam 
menghadapi kondisi tak terduga/ 
darurat  

Melakukan rencana operasional/ 
aktivitas dari rencana kedaruratan  
yang telah disusun  
sebelumnya  

Penyusunan rencana pemulihan 
yang meliputi rencana rehabilitasi 
dan rekonstruksi  

8. Dinas 
Pemberdayaan 
Perempuan, 
Perlindungan 
Anak, 
Pengendalian 

DP3AP2KB  Melakukan sosialisasi, penyuluhan 
dan membersihkan lingkungan 
sekitar masyarakat sebelum 
adanya bencana  

Mendirikan dapur umum darurat, 
menyiapkan logistik, dan 
melakukan assessment awal  

Melakukan pemulihan psikologis 
korban dengan trauma healing  
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No.  
Dinas/ 

instansi  
Akronim  Pra bencana  Tanggap darurat  Pascabencana  

Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana Kota 

Lhokseumawe  

9.  Dinas Pemuda, 
Olahraga dan 
Pariwisata Kota 
Lhokseumawe  

DISPORAPAR 1) Sosialisasi pemuda tanggap 

bencana  

2) Sosialisasi sadar wisata dan 

aksi bersih di destinasi -

destinasi wisata  

3) Membantu memastikan adanya 

rambu -rambu rawan bencana 

dan rambu -rambu jalur 

evakuasi di destinasi wisata  

 1) Membantu mendampingi 

perbaikan -perbaikan destinasi 

wisata yang terkena dampak 

bencana  

2) Mempromosikan destinasi 

wisata yang aman untuk 

membangkitkan kembali minat 

wisatawan  

10 . Dinas 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Kota 
Lhokseumawe  

DINAS PK  1) Melakukan Sosialisasi dan 

Pelatihan peningkatan 

kapasitas kesiapsiagaan 

bencana  

2) Melakukan kajian analisis 

risiko, kapasitas dan 

kerentanan di lingkungan 

sekolah dan sekitarnya  

3) Membuat/menentukan alat 

peringatan dini di sekolah  

4) Membuat peta risiko ancaman 

dan peta evakuasi sekolah  

5) Membuat jalur dan rambu 

1) Melakukan kaji cepat dan tepat 

di lokasi bencana berdasarkan 

cakupan luas dan dampak 

bencana di Satuan Pendidikan 

dan lingkungan sekitar  

2) Melakukan Penyelamatan  dan 

evakuasi pada warga satuan 

pendidikan  

3) Melakukan pemenuhan 

kebutuhan dasar yang 

diperlukan berdasarkan hasil 

assessment yang ada seperti 

kebutuhan makanan, 

1) Melakukan pemenuhan 

kebutuhan dasar (Pangan, 

sandang dan papan)  

2) Melakukan layanan pendidikan 

situasi darurat  

3) Melakukan layanan dukungan 

Psikososial  

4) Melakukan proses pemulihan, 

rehabilitasi dan rekonstruksi 

pada satuan pendidikan dan 

lingkungan sekitarnya  
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No.  
Dinas/ 

instansi  
Akronim  Pra bencana  Tanggap darurat  Pascabencana  

evakuasi di sekolah  

6) Membuat rencana aksi dan 

SOP kedaruratan sekolah  

7) Melakukan pendataan kontak 

emergency (Puskesmas, Rumah 

Sakit, Polisi, BPBD setempat)  

8) Melakukan kampanye 

kesiapsiagaan di sekolah  

9) Melakukan simulasi 

kesiapsiagaan sekolah  

minuman, layanan kesehatan 

dan layanan pendidikan 

darurat  

4) Melakukan perlindungan 

kepada kelompok rentan 

dengan prioritas layanan  

5) Melakukan dukungan 

Psikososial  

6) Menyediakan layanan fasilitas 

kepada kelompok rentan  

11. Dinas Sosial 
Kota 
Lhokseumawe  

DINSOS  1) Peningkatan Kapasitas 

Masyarakat dalam 

Pengurangan  Risiko Bencana  

2) Pembentukan dan 

Pengembangan Kampung Siaga 

Bencana  

3) Kegiatan Pengurangan Risiko 

Bencana di Lokasi Rawan 

Bencana  

4) Evakuasi Bersama Pihak 

Terkait Terlebih dalam Bidang 

Perlindungan Sosial atas 

Ancaman Bahaya  

1) Mengidentifikasi / mendata 

Korban Bencana  

2) Melaksanakan Operasi Tanggap 

Darurat pada Bidang 

Penampungan Sementara/ 

Pengungsi  

3) Melaksanakan Operasi Tanggap 

Darurat untuk Bidang Dapur 

Umum/ masa panik  

4) Melaksanakan Operasi Tanggap 

Darurat pada Bidang Logistik/ 

Psikososial  

1) Mengidentifikasi Data Kerugian 

Korban Bencana  

2) Mendata Kerusakan Rumah/ 

Tempat Tinggal Korban 

Bencana  

3) Melakukan Penanganan 

Psikososial dan Pemulihan 

Sosial Korban Bencana  

4) Memberikan Bantuan Sosial 

Lainnya yang di Butuhkan 

untuk Masyarakat Terkena 

Musibah  

12.  Dinas Kelautan 
Perikanan, 
Pertanian dan 

DKPPP    




